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SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

/

i

Mengingatl

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFATI LEBONG,

bahwa berdnsarkan Peraturan Menteri Dalam Neger
Morar G4 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan  Berbasis Akrual maka
perfu  ndanya  peraturan  sebagai pedoman
pelaksaruan  yang menyeluruh dan terpadu  di

dacrah;
Lahwa penerapan standar alkuntansi pemerintaban

herbasis akrual sebapaimana diatur dalam Feraturan
Prmi=cnitah Momor 71 Tahun 2010 harus Segerd

diterapkan;
nohwsn  berdusarkan perom3asngan
dimaksud dalam hurul a das huraf b untuk ter
administrasi pengelolaan  Keuangan daecrah, perla
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan
Erusedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

sl gimama
b

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Benghulu jLembaran Negara
ndonesia Tehun 1967  Nomor 19,

Repealik _
Lernbaran Negara Hepublik  Indencsia

Tarmbahan
Komar 2828);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1983 lentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran MNegara
Repubiik  Indonesia Tahun 1985 Nomer 68,
Tainhahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
3312), schagaimana tealh diubah dengan Undang-
undang Nomaor 12 Tahun 1994 entang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 19583 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan [lLembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun 1934 Nomor 62,
Lembaran MNegara Republik Indonesii

Tambahan

Homor 32059,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun [999 tentang
dan Babas dari

Penyelenggaraan Nepgara yang Bersih
Koritpsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor T2,
Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia

MWamnor AB31);
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4. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2000 tentang
F'C!"-.Etﬁﬂlﬂr‘l atas Undang-undang Nomor 21 Tahun
1007 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tnhun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3988);

Undanpg-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repukblik
Indonesin  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Momar 4286);

or 3% Tahun 2003 tentang
en Lebong dan Kabupaten
Bengkulu {Lembaran Negara

Tahun 2003 Nomor 134,
Republik  Indonesia

en

6. Undnng-Undang Nom
Pembentukan  Kabupal
Kepahiang di Provinsi
Republik  Indonesia
Tambahars Lembaran Negara
Momor 4389,

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 entabg
Ferbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
» rmbaran Negara Republik Indonesia Nomar 4355);

8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggungjawab
Keuapgan Negara [Lembaran Negara Republik
Indon=sia Tehun 2004 Momor 104, Tambahan
L=mbaran Negara Reoublik Indonesia Nomaor 4400);

g9, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Sisten  Percneapaan  Pembangunan Nasional
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indanesia Nomor 4421);

10, Undang-Undang Nomor

Perimbangan Keuangan
Pemerintalian Dacrah  [Lembaran

.‘.

33 Tahun 2004 tentang

Antara  Pemenntah Pusat
MNegara

deri
Republik Indenesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negarma Republik Indonesia
Momor 4438];

11.Undeng-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negarn Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomar S049);

12.Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang
Pernbentukan  Peraturan  Perundang-undangan
[Lemmbaran Negara Republik Indonesin Tahun 2011
Nomor B2, Tambshan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 3234);

13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Dacrah (Lembaran  Negara Republik

Indenesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

2
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sebagnimann telah dinbnh bebernpn kol terakhir
desgan  Undang-Unednng  Nomor @ Tohuan 2015
tentang  DPerubabian Kedun o sins LI pwedavrupe- Ll nelannugs
Nomar 23 Tnhun 2014 tentang Pemerintnh Doermh
|Lembaran Negnrn Republik Indonesin Tabhiun 2015
Momar 38, Tambohoan Lembarnn Negoaen Repulblik

Indonesin Nomor 30749];

14, Peraturnn Pemerinlah Nomaor 20 Tohun [UGH tentimg
Rerlekunvn Undang-Undang; Nomoar 9 Tahun 1967
den Pelaksanann Pemerintnbon Provins DBenglualu
[Lembaran MNegonrn Republik Indlonesin Tahun I'J'[':IH
Nomor 34, Tambahan Lemboran Negnri Republilk

Indoncsin Nomor 2854];

15, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 teniang
Kewerangan Pemerintah dan Kewenangin Provviris
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Mepnrn Republik

Indonesin  Tohun 2000 Nomor 54, Tonmbabhnn
Lembaran Negarn Republik Indonesin Nomar 3952);

16. Pernturan Pemerintnh Nomor 20 Taliun 2001 tentang
Pembinanan dan Pengawnsan Atns Penyelenggarann
Pemerintzhan Daerah (Lembaran Negnra Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambnhan
Lembaran Megarna Republik Indonesia Nomor 4090;

17. Peraturan Pemerintah Nomaor 24 Tohun 2004 lentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinnn dan
Angoota  Dewnan  Perwalkilan Rakyat  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negnra Republik
Indoncsia Nomor 4416], sebagnimana telah divbah
dengan Peraturan Pemerintah Nomer 37 Tahun 2005
tentang Perubahan atas  Peratwran  Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004  tentang  Kedudukan
Protokaler dan Keuangan Pimpinan dan Anggot
Dewan Perwakilan Ralgyat Dacrab (Lembaran Negor
Republik  Indonesin  Tonhun 2005 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesin
4540);

18, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tohun 2005 tentnng
Pengeioloan  Keuangan  Badan  Layanan Umum
(Lembaran Nepara Republik Indonesin Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran MNegoran Republik
indonesia Nomor 4302);

19. Peraturan Pemerintnh Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomaor 131, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 4570);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang
Dana  Perimbangan (Lembaran Negnrn Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 45735);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
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Kepangan Dacrah (Lembaran
n 2005 Nomor 138,
Indonesia

Sistem  Informasi
Negara Republik Indonesia Tahu
Tambahan Lembaran Negara Republik

Momnor 4376);

99 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah {Lembaran Negarn Republik
Indonesia Tehun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indaonc sia Nemor 4577);

23, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahkun 2005 tentang
Pengrivlaan Keunngan Daerah (Lembaran Negar
20053 Nomar 140,

Repubiik Indonesia  Tahun :

Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 4578);

94, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan  Standar
Pelayanan  Minimal {Lembaran Negars Republik
Indonesia  Tabun 005 Nomor 150, Tambahan
Lerbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4583);

rintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Daerah Milik Negara dan Daerah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang
an Kinerja Instansi Pemerintah
ublik [ndanesia Tahun 2006
Negara Republik

25, Peraturan Pemée
Per:gelolann Barang

46, Peraturan Pemerintah
Pelaporan Keuangan d
{Lembaran Negara Rep
Noror 25, Tambahan Lembaran
Indenesia Nomar 5163k

omar 8 Tahun 2000 tentang

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 20006

Nomor 25, Tambahan Lermbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

27. Peraturam Pemerintah N

a5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Lapuran Penyclenggaraan Pemerintahan Dacrah
Kepacda Pemerintah, Laporan Keterangan
Prriangeungiawaban Kepala Daerah Kepada DFRD
dan Informasi Laporan Penvelenggaraan
Pemerinitahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 45530

2% Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota [Lembaran  Negara Republik
ndonesia Tahun 2007 Nomeor 82, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4737);

a0, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemenntahan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2010 Nomor 123,
Tamhahan Lembaran Negara Republk Indonesia
Namor S163]

41, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

A
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Hib

T;‘ an Eim:rnh (Lembaran Nepgnra Republik Indonesia
nun _JHE Nomor 5, Tamhahan Lembaran Negara

Republik Indenesia Nomor 5272),

32.Peratusan  Presiden  Nomor 54 Tahun 2010
sebagaimnana  diubah tepakhir  dengan  Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tenlang Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintnh;

33, Paraturan Menteri Dalam Negerd Momor 105 Tahun
2000 Lentang Pengelolnan dan Pertanggungawaban
Keuangan Dacrah {Lembaran  Negara Republik
Indomesin  Tahun 2000 Nomor 202, ‘Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomeor 40232

34, Peraturan Menteri Dalam Meperi Nomor 13 Tahun
ao0na  tentang  Pedoman Pengelolann  Keuangan
Dacral:, sehagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Dacrah;

35 Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang  Pedoman Pemberian  Hibah dan
Eantuan  Sasinl  yang Bersumber dar Anggaran
pendapatan dan Belanja Dacrah, sehagimana telah
diubah dengan Peraturan nMenteri Dalam Negeri
Momer 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peratran Menteri Dalam Negeri MNomor 32 Tahun
7011 tentang Pedoman Pemhberian  Hibah dan
Mantuan Sosial yang Bersumber dari  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacran (Berita  Negara
Republik [ndonesia Tahun 2012 Nomor 5400,

pgeri Nomor 64 Tahun

36, Peraturan Menteri Dalam N
:"'Ll'ZLI]'J[ﬂL"lE-i.

npl3 tentang  Ponerapan Standar
Pemerintahan Berbasis Akrual,

27 Peraturan Menten Dalam Megeri Nomoer 01 Tahun
2014 Lentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Lebeng Nomeor | Tahun
An0E entang Penataan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Lebong, sebagaimani teah diubanh dengan
Pepaturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahua
012 tentang perubahan Pertama Peraturan Dacrah
Kapupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008;

29, peraturan Bupatl Lebong Momar 48 Tahun 2014
teptang  Sistem Alkuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Lebong [Berita Dacrah Kabupaten Lebong

momor 48);

40, Peraturan Bupati Lebong Nomar 50 Tahun 2014
tentang  HKebijakan Akuntansi Pemerintah Dacrah
Kabupalen Lebong iBerita Daerah Kabupaten Lebong

Marnor 2U];
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Mtk MEMUTUSKAN :
pkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB1
XETENTUAN UMUM

Bagian Pertamn
Pengortian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud
1. Pemerintah Daerah adalab Pemerintah

2,  Kepala Dacrah adalal Bupati Lebong, -
3. Keuongan Daerah adalah semua hak dan kewnjiban daerah dalam

rangka penyelenggarann pemerintahan deerah vang dapat dinila
denganrn uang terinasuk didalamnya scgala bentuk kekavaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
adalah kescluruhan kegiatan yang

4, Penpelolaan Keuangan Dacrah
penatausahaan, pelaporan,

meliputi  perencan:aan, pelaksanann,
angan daerah.

pertanggungjawaban, dan nengawasan kKeu
5 Akuntansi adalah proscd ‘dentifikasi, pencatatan, pengukuran,

pengklasifikasgian, penpikhtisaran transaksi dan kejadian Keuangan,
penyaiian laporan scria penginterpretasian atas hasilnya,

6. Standar Alomtanst Pemerintahan yang selanjutnya sAP adalah prinsip-
prinsip akuntansi vang diternpkan dalam menyusun dan menyajikan

laporan keuangan pemerintah,
rang mengakui pendapatan, beban,

=  8AP Berbasis Akrual adalah SAP Y
aset, utang dan ekuitas dalam pelaperan finansial berbasis akrual, serta
mengakul pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan

pelakssnaan angraran berdasarkan basis vang ditctapkan dalam APBD.,
8. Pernvataan Standar Akuntansi  Pemerintahan  yang  selanjutnya
disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektil.
9, Kebijakan Akuntansi adalab prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik vang dipilih oleh
pemerintan  daerzh  sebagal pedoman  dalam  penyusunan dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah dacrah untuk memenuhi
kebutuhan pengeuna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporsn keuangan terhadap anggaran, antar periode

maupun antar entitas.
gistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disinghkat SAPD

adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan
dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis
transaksi sampai dengan pelaperan keuangan dilingkungan Organisasi
pemerintahan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas
dan disetwjiui bersama oleh pemerintah daecrah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah.

12. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakul pengaruh
transaksi dan perstiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu

dengan !
Kabupaten Lebong.

10.

11.
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14,

16

17.

15.

o

20
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23.

24,

23.

26.

. Lagoran Perubahan &

Eng;;r_mnpﬂ memperhatiknn saat kas atau setara kas diterima dan
Basis Kag adalan bnsis okuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiva lminmya padn saat kas atau setarn kas tliterima atau
dibavar,

Basis Kns Menuiv Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan berhasiskas serta mengakui asct,
utang dan ckunitns dana herhasis akrual
Pengakuan adniah proses penetapan ferpenuhinya kriteria pencatatan
suntu kejadian atau peristiwa dalam eatatan akuntansi sehingga ﬂ.HHH
menjadi  bagian yang melengkapi  unsur asct, kewajiban, ekuitas,
pendapatn  LRA. belanja, pembiayaan, pendapatan  LO, dan behan
srhagaimana akan termuat pada laperan keuangan entitas pelaporan
vang bersangku®an

Penpukuran adalal prosce pen
memasukkan sciiap pes dalam laporan keuangan.

Pengungkapan ardalnh  lnporan  Keuangan  Yang menyajikan  Sccara
lengkap informasi yvang dibutuhkan oleh sengrEuna.

Laporan Realisasi Anggaran Yang selnnjutnya disingkat LEA adalah
|aporan yang menyvajikan informasi realisasi pondapatan LRA, belanja,
transfer, surplus/delisit-LRA, pembiayaan dan  sisa lebih/kurang
pembiayasn anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

Salde Anggaran Lebih yvang selanjutnya disingkat
kenaikan dan
SAL awal,

stapan nilai vang untuk mengakui dan

LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi
penurunan SAL  tahun pelaporan  yang terdiri  dar
SILPA/SiKPA, koreksi dan SAL Akhir.

Neraca adalall luporan yvang menyvajikan informasi pesisi keuangan
suaty entitas pelaporan mengenai asct, utang dun ckuitas dana pada
tangpal tertenty.

Laparan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan
vang menvajikan informasi mengenai selurub kKegiatan operasional
keuangan entites pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO,
behan, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan
yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yvang
menyajikan informas: mengenal sumber, penggunaan, perubahan kas
dan setara las seloma satu periode akuntanst, serta saldo kas dan
setara kas pada wngpal pelaporan.

Laporan Perubahan El:uitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah
laparan vang menyajikan informast mengenat perubahan ekuitas yang
terdiri dari ekuitas nwal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir,
Cataton ntas Laporan Keunngan yang sclamjutnya  disingkal CALK
adalah lappran yang menyajikan informasi tentang penjelsan atau
daftar terinci, atay analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
LKA, LEGAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungriapan
yang memadal.

Satuan Kerja Pernnpkot Daerah yang selanjuinyn disingkat SKPD
adaiah perangkat doerah pada pemerintah caerah selaku pengguna
anpgaran pengpuna bBarang.

Pemegang Keluasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala
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daerah  wvan i |
mnn}tlcngéﬂl‘fkanti;i?fmh;ibamnnl}r? Tlﬂf‘-ml}uﬂ}'ﬂi SR

27. Pejabat Pengelola Keua bbbt st —

f H angan Daerak vang selanjuthya disingkat PPKD
mempunyai tuges melaksonakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebapgai bendahara urnum dasrah.

28. Aparst Pengawnsan Intern Pemerintan vang selanjutnya disinghkat APIP
adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi
melakukan pengawasen melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan can
kegiatan peagaeasan lain terhadap peryelenggaraan tugas dan fungsi
organisasi yaitu Inspeltorat Kabupaten Lebong yang bertanggungiawab

kepada bupati.

i 79, Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPRD yang bertindak dalam kapasitas scbagai bendahara umLr
dacrah.

aran ndalah pejabat pomegang kewcnangan penggunaan

30, Pengguna AnNge
lakeanakan tugns pokod dan fungsi SKFD Yang

anpgaran untux me

dipimpinnya.
. 31, Pengpuna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
R harang milik dasrah.
32. Kuasa Bendnhara Umum Dacrab yang selanjutnya disingkat Kuasa
BUD pdalah pejabat vang diberi kuasa untux melaksanakan sehagian

! tugs BUL.

33. Kuasa Penpeuna Angs
melaksanakan  schagian  kewenangan PCnEminag
melaksanakan schagian tugas dan fungsi SKPD.

34, Pejabat Pembuat Komiimen yang sclanjutnva disingkat dengan FFK
adalal adalah pejabat vang bertangguig jawab atas pelaksaaan
pengadaan barang/jnsa.

45, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD vang selanjuinya disingkat
PPK-SKPLD adalah pejabal yang melaksanakan langsi tata usaha

keuangan pada SKPO.
36. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan vang sclanjutnya disingkat FPTK
I adalah pejabnl pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atad
+i suatu program scsuni dengan bidang tUgasnya.

—J ¢ heberaps kegiatan da
47 Bendszhara Pererimanan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk
menatausahakan,  dan

f—

aran adalnh pejakat yang dibert kuasa ptuk
angEaran  dalam

1

menerima, menyLnpan, menyetorkan,
mempertangguaneiawakan uang pendapatan  doerah dalam rangka
pelaksanaan APSD pada SKPLD.

38 Bendshara Penerimaan Pembantu adalah pejabat Tungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menvimpan, menyetorkan, menatausahakan
dan mempertanpgunyjawabkan uang pendapatan dacrah dalam rangka
pelaksanaan AFET pada unit kerja SKPD.

39, Bendahara Pererimaan PPKD adalah pejabat fungsicnal yang ditanjuk
untuk menerima, menyimpean, menyetorkan dan menatausahakan dan
mcmprrtanggunmmmbu}mn penerimann UANg Yang bersumber dari
transaksi PPRD.

40. Bendahara Penpeluaran adalah pejabat [ungsional yang ditunjuk
menerima,  Mmenyvimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanpgungawabkan Uang untuk keperluan belanja daerah dalarn

rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
41. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat Tungsional yang
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ditunjuk meney _
memperanmy. F1E, MEnyimpan, membayarkan, menatausahakan dan
Bxungawaskan ua ng uniuk kepes| b ;

rangka pelaksanaan APRD _ 2periuan clanja daereh dalam

42 Bend = ;.II:’I.ITIEI. unit kerjn SKPD
ndanara Pengelunsan PPRD adnlah pejabat { ' ‘ i
e bl P 3 J..I a1 funpsional yang ditunjuk
Ty pat, membayarkan, menatausahakan dan

43 “'“:’T_"!I_"'-T'iﬂI_‘I:I-‘-:E11L'lg'ﬂ'-'-'uhkm1 uang untuk keperiuan (ransaksi PPED,

. Panitia/Pejabkat Penerima Hasil Pekerjoan yang selanjutnya disinglkat
dengan PPHP adalsk panitia/pejabat yang clitctapkan oleh Penpgguna
Anggaran/Kuasa Perngglna ANggaran yang beriugas memeriksa dan
menerima hasil prkerinan.

44. Entitax pelaperan adalab unit pumerintahan yang jerdiri atas satu atau
lehih cntitae skuntansi yang menurut ketentuan peraturian perundang:
undangan wajih menyampaikan laporan pertanmgungawaban berupa
laporan keuangean.

45, Entitas akuntansi adalah umnit pemerintahan peRgguna
angearan,’penpEuna barang damn aleh karenanya wajib
menyelenpRard in akintansi dan menyusun laporan keuangan untuk

digabungkan pada entitas pelaporan.

46. Pendapatan LRA adalah scmua penerimaan R
Daerah vang mensmbab saldo anggaran lebih d
angearan yang bersangloitan yang memadi hak pe
tidak peslu dibayar rembali oleh pemerintah daerah.

47. Pendapatan LO aduah hak pemerintah darah yang diakui secbagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggar?n vang bersanglkutan
dan tidak periu dibayar kemball.

48, Belanja adalah semua pengeluaran dart
VAng mengurangl Saice Anggaran Lebih
hersanghkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannoya ke
pemerintah daerah,

49 Beban adalah perusunan manfaat ekonomi ataw potensi jasa dalam
perinde pelaporan yang enurunkan ekuitas vaong dapat berupa
pengeluaran arau consumsi neet atau timbulnya kewajiban.

50. Pemuiavann Daerab gdalyh semua penerimasn Yang perlu  dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun angEaran  yang hersangkutan maupun  pada tahun-tabin
anggaran berikuinya.

51, Aset adalah sumber dayn ekonomi Yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintan dnerah sebagai akibat dari peristiva masa lnlu dan dari
manna manioa! shkenomi dan/atau sozial cdimasa depan diharapkan
dapat diperaleh, haik oleh pemerintah daerah maupun mpsyarakat

serta dapat diukur dalam spluan uvang, termasuk sumber daya
noakeuangan yang diperiukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakal
umurn dan =umber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah

ekening Kas Umum
alam periode tahun
merintah darah dan

Rekening Kas Umum Dacrah

dalara periode tahun anggaran
mbali ocleh

dan budaya.
52, Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiva masa lalu yang
penyclesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah deerah.
53. Exuitas adalah aeknyaan bersih pemerintah daerah yang merupakan
celisih antara aset can kewajiban pemerintah daerah.
54. Koreksi adalah tyidakan pembetulan Secara akuntansi agar akun/pes
yang dizajikan dalam laporan keuangarn entitns menjadi sesuai dengan
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Penvesuai el : )

ml:-l?ti:nkmm:n::;::f hp.c-l ::mﬁnk,q.. peyesuaian pada akhir periode untuk

vang berkaitan n: ..'le persedinan, piutang, ulang dan yang lain

11:::1u‘n i i s r1tlm1._'.'n [I!F.'rh-t'-r.Flnrl wnktu pencatatan dan yang
1 dicatatl pada rransaksi beggalan atan pada periode yang berjalan.

30. Bagan Akun Standar vang selanjulnya disingkat BAS adalah daftar
kodefknsi dan kinsifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun
secarn sistemalis sebogai pedoman delam pelaksnnann angearan dan
pelaporan keuangan pemerintah dacrah

57. Unmit kerja ndalnh bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau
beberapn program.

58, Sistem adalah sustu jaringan kerja dari prosedur-prasedur yang saling
berhubungan, bergumpul bersama uniuk melakukan suatu kegiatan
atau untuk menvelesakan suntu sasaran {erteni.

}, 850, Prosedur adalah perincian iangkah-langkah dari sisten dan rangkaian
kegiatan yang saling berhubungan erat satu sama lainnya untuk
mencapai ujuan terteptu

r 60. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yvang selanjutnya

S5.

S disingikat REJMD adalah dokumen perencanaan untuk periade 5 (lima)

tahuif.

61. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Dacrah [RKPD), adalah dokumen perencanaih Daerah
untuk pericde 1 (saw) tahun.

62, Tim Anggaran Pemerintah Duerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan
dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyal TUEAas menviapkan

I sertn melaksanaxan  kebijukan  kepala daerah dalam rangka

penvusunan APRD yang anggotanyd terdiri dari pecjabat perencana
dacrah, PPED dan peiabat lainfva sesual dengan kebutuhban.

63. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnva  disingkat KUA adalah
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asurasi yang mendasarinva untuk periode 1 [satu)

g tahun.

&4, Privritas dan Plafon Anggaran Semcntara yang selanjutnya disingkat

PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
angearan yvang diberikan kepada SKPD untuk setinp program sebagal
acuan dalam  penyusunan  REA-SKPD sehelum  discpakati  dengan
DFED,

65. Rencana Kerja dan Anpgaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-
SKPD adalah dokumen perencanaab dan penganggaran vang berisi
rencana pendapatan, rencania belanja program dan kegiatan SEPD serta
rencana pembioyaan sebagat dasar penyusunan APBD.

66. Keranpka Penpelunran Jangka Menengah  adalah pendekatan
pEnEanEEaran Lerdasarkan kebijakan, dengan pengaminlan Keputusan
terhadap kebijakan tersebu dilakukan dalam perspektif lebih dari satu
tahun angpacan, dengan mempertimbangkan  implikas: binya akibat
kepulusan yang Lersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangknn
dalam prakiraan maju.

67. Rencana Kerjo dan Anggeran Pejabal Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkal RKA-PPRD adalah rencana kerja dan anggaran
badan, dinas/ bagiun keuangan selaku Bendnhara Umum Daerah.

!J'I —
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68. Prakiraan Maiju ; )
untuk tahun Jﬂng;ﬂri::ﬂ:t“w Tid”!“h perhitungan kebutuhan dana
ER SR e nyn dari tahun yang direncanakan guna
Akt el d“w-u: . gar pragram dan kegiatan yang telah disetujui

SRR asar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

B3. Kinerja *_"dﬂ!ﬂuzh keluaran/hasil dari kegintan/program yang akan atau
telah  dicapai schubungan dengan penggunaan anggaran dengan
kuantitas dan kualitas yang terukur,

70. Penganggaran Terpadu funified budgeting) adalah penyusunan rencang
keuvangan tahwanan vang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh
jenis  belanja  guna melaksannkan  kegintan pemerintahan  yang

didasarkan pada prinsip peneapainan efisiensi alokasi dana.

71. Fungsi adalah perwujudan tugns kepemerintahan dibidang tertentu

yvang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan

nasional.

72. Urusan pemerintahan adal
hak dan kewajiban sctiap
wituk mengatur dan MENEUrus fungai-flungsi terse
kewenangannza dalam rungka melindungi, melayani, memberdayakan,

:'.-‘ dan mensejahterakan ma svarakat.
73. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang

ah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi
tingkatan dan/atau susunan pemerintahan
but yang menjadi

herisi saty atau lebih kegiatan dengan mengeunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi
SKPD.
74, Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau

lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran

terukur pada suatz program dan terdiri dari sckumpulan tindakan

pengerahan sumbuer daya balk vang berupa personil {sumber daya
manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber dava tersebut
sebaga; masukan (input] untuk menghasilkan keluaran foulptd) dalam
bestuk barang/jasa.

75. Sasaran [target] adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau

keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

¢ 6. Keluaran fortput) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan
ian sasaran dan tujuan

yang dilaksanakan vntuk mendukung pencapa

program dan kebijakan.
77. Hasil joutcome) adalah segala seguatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran dari kegiztan-kegiatan dalam satu program.

8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditenirukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

79. Rekening Kas Urmum Daerah adalab rekening empat penyimpanan
uwang dacrah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung
selurun penerimaan caerah dan digunakan untuk membayar scluruh
pengeluaran daerah pada bank vang ditetapkan.

80. Penerimaan Dacrah adalah uang vang masuk ke kas daerah.

81. Pengeluaran Dacrah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

82, Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai

penambah nilai kekayaan bersih,
83. Belanja Dacrah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui

sebagai pengurang nilar kekayaan bersih.

v -
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84. Surplus Anggaran Daerah
daerah dan belanja daerah,

85. Defisit Ang
garan Daerah adalah selisi
daerah dan belanja dacrah. 1sih kurang antars pendapatan

B8 Lebils Perlvtjngea Anggntn: yang. wacilyn dalnghar. SIPA
isih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran
Etf:iamﬂ satu periode anggaran.

87. Pinjaman Dacrah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang
dari pihak lain schingga dacrah dibebani kewajiban untuk membayar
kembalii.

88. Piutang Daernh adalah jumlah uang Yyang wajib dibayar kepada
pemerintah dacren dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai
dengan uanp scbagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan ataul akibat 'ainnya yang sah.

89. Utang Daecrah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah
daerah dan/atau kewajiban pemerintah dacrah vang dapat dinilai
dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian,
atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

©0. Dana Cadanean adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan
yang memerlukan dana ralatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam
satu tahun anggaran.

81. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis
seperii bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat
lainnya seningga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam
rangka pelayanarn kepada masyarakat

92. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat
DPA-SKPD adalah dokuamen yang memuat pendapatan, belanja dan
pembiayran yvang digurakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran olch
pPENERUNA anggarin.

93. Dokumer Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah
yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan
angearan badan/dinas/biro kewangan/bagian keuangan sclaku
Bendahara Umum Dacrah.

g4, Dokumen Pelaksanasn Perubahan Anggaran SKPD yang sclanjuinya
disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan schagai dasar
pelaksanaan pe rubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

05, Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang
hersumber dari pencrimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk
mengatur ketersedinan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan
kegiatan dalam setiap periode.

96, Surat Penyediaan Dana Yang selanjutnya disingkat SPD adalah
dokumen vang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan
kegiatan sebagai dasar penc rbitan SPP.

97. Surat Permintaun Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran,

08, SPP Uang Persedinan yang seclanjutnya disingkat SPP-UF adalah
dokumen vang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan

adalah selisih lebih antara pendapatan

[ La |
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uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali {revolving) yang tidak
dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

99. SPP Ganu Uang Persediaan vang selanjutnya disinglat SPP-GU adalah
dokumen vyang diajukan oleh bendaharan pengeluaran  untuk
perminiaan penpganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung.

100.SPP Tambahan Uang Persediaan vang selanjutnya disingkat SPP-TU
adnlah dokumen yanp diajukan oleh bendahara pengeluaran ""_“t"'k
permintasn tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan
SKPD vang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan LAk
mhayaran langsung dan vang persediaan.
101 .E’F L-.’frr‘.lI':E-L'-TI-E yung selanjutnya disingkat BPP-L5 H.d:.‘l'ﬂh dokumen }"ﬂl'lfl.
diajukan aleh bendahara pengeluaran untuI-I: p_c_rmmt:mn pﬂkfzb_ﬂ:'rg::u
langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak keon 40
suirat ptrlnlﬂh k,:r-i;-,' ]Hil'l]'l}'ﬂ. damn p'l’."ml:lﬂjl'ﬂl‘-ﬂﬂ =11 Ijl'.l]r"lﬂf:-ﬂ 1 I.IEHE'
pencrima, peruncukan, dan  waktu pembayaran  tertentu
dokumennya disiaplan oleh PPTK.

102.8PP Lanasung untuk pembajyaran Gaji dan Tunjangan yang selanjutnya

disingkat SPP-L% untuk pembayaran Gaji dan Tunjml:nnn :'Id:LnI::l
dokumen yang diajukan aleh bendabara ;!-l:r'l-[:',c]unr:m untuk permin e
pemabayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah, pencrima, peruntl
' mbayvitran tertentu.
103-;:; ‘Ea:tg;.l::g PPKD yang selanjutnya disingkal SPP-LS PPKD nl:lnlnlk'l
dolkumen yang dinjukan oleh bendahara pengeluaran PF‘I-EI'.'I- L;ant;;jn
permintaan pembayaran atas transaksi-transnksi vang dilaku un.
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran

l L] ] 1 ]
tereeniu ar :l‘ann. $ﬂ]ﬂnju1.l'|:|.ﬂ dlElnEkﬂt :‘_'.|PI'|I1. ﬂdﬂl.a]l

104 Surat Perintah Membay. _
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa
atas beban pengeluaran

penNEEUNa #angEaran untuk penerbitan SP20D
-SKFD. . -
lﬂ'E.E[rJI.]J::IEt ﬁ::rlntah Membayar Uang Persediaan YAnNg selanjutnya disinglkat
SpM-UP  ndalah  dokumen yang  diterbitkan aleh 1p:ngg;una
anggaran/kuasa pengguna anggaran un!:uh: penerbitan 'nF*EF‘J awns
beban  pengelusran DI".-‘L-_E"IE;L:ZI'T'I- vang dipergunakan scbaga uang

i untak mendan:i itan. :
Iﬂﬁ.gzﬁd.;:;nmh Membayar Ganti Uang Pfrﬂ_cdln._-m yang selanjuinya
disingkat SPM-GU adalah dokumen vang dnerhllkan_ oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna Anggaran untuk panrhnlan sSP2D um;
beben pengeluaran DPA-SKPD yang Id-EIJ'IE‘LI'!j"El dipergunalkan untu

mengganti uang perfediaan yang telah dibclanjakan. _
107.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang F'clra{-«rlt_aa.n vang sclanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan olch pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SPID atlasl.
beban pengeluaran DPA-SKFD, karcoa kebutuhan d:_:nan:.ra. me]::b-!-ul
dari _iurinlah batas pogu Uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai

n keientuian. N

Iﬂﬁ-g;ﬁ? Perintah Membayar Langsung yang sclanjutnya disingkat SPM-L5
adalah dolumen yang diterbitkan cleh prngguna anggaranﬂ-:l:msa
PENEEUNA anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran

DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

=

— m_" T T
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109.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang dipunakan scbagai dasar pencairan dana yang
diterbitkan olch BUD berdasarkan SPM,
110.Barang Milik Daerab ndalah semua barang yang dibeli atau diperoleh
atas beban APBD atau berasal dari perolchan lninnya yang sah.

111.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang
yang nvata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai, .

112, Badan Lavanas II'.:.?I.:'IUTH Dacrah YANnR H.I:'_"|;|l'|j1,.ll.l1_'h'i'|. diﬂ]l:'lgkﬂt BLUD I:'Idﬁjﬂh
SKPD/unit Kkerja pada SKPD di lingkungan pemerintah ﬂ;ﬂﬂﬁﬂ"ﬂ
dibentuk untuk memberikan pelayanan lT—‘F"""'ﬂﬂ masyard Et1mal-:§:
penvediaan barang dan/atay jasa yang dijual tanps mf“g'_':‘ s
mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya dida

pada Brinsip efisienai dan produktivitas.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

o Pasal 2
alaan keuangan dacrah mencakup tata cara

I dan proscdur pengel :
miﬁ;ﬂlunnnp pelalisanan, penatausahaan |:Is.r:|¢l Eku::anst, pelaporan,
i : 1 keuangan daerah.
~wasan dan pertanggungawaban |
{2 :::E?Eran kepala daerah tentang sistem dan pm!:durl pcnﬁfi?nla:‘n.ar:
keuangan dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, Juga mp
tata cara penunjukan pejabat vang ditzerl wewenang BUD, kuasa ;

pENEELNE anggaran/kuasa pengeuna anggaran, bendahara pencrmadi,
dan bendahara pengeluaran.

BABII
PENYUSUNAN APED

Bagian Pertama
Azas Umum

g‘—-‘-

Pasal 3
& intahan yang
1} Penyelenggaraan urusan pemerin
' Jidanal dari dan atas beban APBL.

~pvelengIaraan  uresan ]:u:mn_n'nta _ .
£ gﬁifp&hﬁf‘l k=pada kelurahan, didanai dan dan at

menjadi kewenangan daerah

han Kola yang penugasannya
as beban APBD.

Pasal &
i intnhan dacrah baik dalam
h sencrimasn dan pengeluaran pemerinkd .
I'Hﬁ:::::: Tung. bareng danfatau  jasa pada tahun  anggaran yang

i am APBD.
an harus diznggarkan dalam -
(2) ::;:—;igamu penerimaan dan pengeluaran AFBD harus memiliki dasar

hukum penganggeran.

I 2] L¢ =

undangan.
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[2] REPD schapaimana diznnksud pada ayat (1} memuat rancangan kerangka

(3] Kewajiban  daersh

Bagian Hedua
Rencana Kerja Pemerintah Dacrah

Pasal 6

(1 Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun REPD yang

munl.lpukan penjabaran dori RPRIJMD dengan mengeunakan bahan dari
Renja SKPD untuk japgka waktu 1 (satu] tahun yang mengacu kepada

Renecana Kerja Pemerintah.

ekonomi daeral, pricritas pembangunan dan kewajiban dasrah, rencana

werukur dan perdanaannya, baik yang dilaksana kan langsung
pemerintah  daerah  maupun ditempuh dengan ;
mendorong partisipasi masyarakat.

eebupgaimana  dimaksud  pada  ayat (2)
ign standar pelayanan minimal vang

kerja vang
aich pemerintah,

mempertimbangkan prostasi capa
ditetapkan sesuai dengan prmturan perundang-undangan.

Pasal 7

[1] RKPD disusun untak meniamin keterkailan da
percnCanaar, Pengtagearan, peloksanaan, dan pengawasan.
{2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mesi schelum

tahun anggaran berkeraan.
(3} RKPD sebagairmana dimaksud pada ayal {1) ditetapkan dengan peraturan

n konsistensi antara '

bupasi,
(4, Tata cara

penyusunan KKPD  sebagaimana dimaksud pada ayat (2
berpedoman pada peraluran perundang-undangan.

Bagian Hetiga
Hebijankan Umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 8
11 Kepala dagrah  mepyusun  rancangan KUA dan rancangan PPAS
vang ditetapkan

nerdasarkan RKPD can pedoman penyusuaan ARRD

Menteri Dalam Negeri sctiap tahun.
(2] Pedoman penyusunan AFBD sebagaimana dimaksud pada  ayal {1]
memuat antara lain:
sinkronisasi  kebijakan

a. pokok-pekok kebifakan yang memuat

pemerintah dengan pemerintah daerah;
b. prinsip dan kebiiakan penyusunan APED tahun anggaran berkenaan;

e. telenis penyusunan APBED,; dan
d. hal-hal khusus lsmmnoya.
Pasal 9

(1) Dalam menyusun TALCANELN KUA dan rancangan PPAS scbagaimana
dimaksud Pasal 8 ayat (1), kepaia daerah dibantu oleh TAPD yang

dipimpin oleh sekretaris dac rah.
(2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang *elah disusun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1}, disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua
TAPD kepada kepala doaerah, paling lambal pada minggu pertama bulan

Jurni.
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Pasal 10
(1) Rancangan KUA memuat kondisi ckonomi makro daerah, asumsi
penyusunan APBD, kebiinkan pendapatan daerah, kebijakan belanja
dacrah, kebijakon pembiayann dacrah, dan strategi pencapaiannya.
(2) Strategi pencapaian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1} memuat
langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target.

Pasal 11
Rancanpan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal @ ayat (1) disusun
dengan tahapan sebngai berikut:
a. menentukan skals prioritas pembangunan dacrah;
b. menentukan priotitas program untuk masing-masing urusan, dan
e, menvusun piafon anggaran sementara untuk masing-masing
program fKegiatan,

Pasal 12

(1] Rancangan KUA dan rancangan PPAS schapaimana dimaksud dalam
Pasal © avat (2) disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat
pertengahan bulan Jum tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam
pembicaraan pendahuivan RAPBD tahun anggaran berikutnya,

(2] Pemnbahasan sehegaimana dimaksud pada ayat [1) dilakukan oleh TAPD
bersama panitia angearan DPRD.

(3] Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana
dimaksud pada ayat [2j selanjutnya disepakati menjadi KUA dan FPAS
paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

{1} KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 avat [3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan
yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan
DPRD dalam wakiuy bersamaan.

{2) Dalam hal kepaly daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat |
menunjul: pejabal vang diberi wewenang uniuk menandatangani nota

— L kesepakatan KUA dan PPAS.

{3) Dalam kal kepala dacrah berhalangan tetap, penandatanganan nota

kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh penjabat yang ditunjuk oleh
pejabat yang bervenang.

-

Boagian Keemnpat
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 14

{1] Berdasarkan nota kescpakalan sebagamana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1), TAPL menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah
tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD
dalam menyusun RKA-SKPD.

(2] Rancangan surat cdaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan
RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1] mencakup
a. prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
b, alokasi plafon snggaran sementara untuk setinp program/kegiatan

SKPD;
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¢. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD,

d. dokumen cchapai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, kade
rekening APED, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan
standar satuan hasga.

(3] Surat cdaran lepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD
sebagaimana dimalisud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat awal

pulan Agustus iahun anpgaran berjalan,

&

Baglan Kelima
Repeans Kerja dan Anggaran SKFD

Pasal 15
KA-SKPD scbhugaimana dimaksud
WIS REA-SKPD.

pendekatan kerangsa
terpadu  dan

|1] Berdasarkan pedoman pepyusunan B
dalam Pasal 14 ayat (3) kepala SKPI) me:
(2] RKA-BKPD  disusun epgan  menggunakan
pengeluaran  jangHa menengah dacrah, PengAnEEaran

penganggaran herdasarkas prestasi Kerja.

Pasal 16
pengeluaran jangka menengah  daerah

(1] Pendekatan keranrkn
1 15 ayat [2) dilaksanakan dengan

sebagaimana dimaksud dalam Pasa
prenyLsLn priKiTann maju.

(2] Prakiraan maju sebapaimana dimaksud pada ayat (1} berisi perkiraan
kebutuhan anggaran ULk ProOgraum d
dalam (rRhun arggaTn berikutnyva

direncanakan.

(3| Pendekatan penpgangs
15 ayat (2] dilakuknn dengan memad

dan penganggaran prodapatan, belanja,
g PD untuk menphasilkan dnkumen rencana keria fdan anggaran.,

4] Pendekatan pelEAngEar herdasarkan  prostas leerja  sebagnimana
dimaksud dalar: Pasal 15 ayal 2] dilakukan dengan memperhatikan
keterkaitan anira pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari

5 kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharspkan termusuk efisiens

dalam pencapaian ha cil dan keluaran tersebut.

an kegiatan Yanog direncannkan
dar tahun anggaran  Yang

aran terpadu sebapaimana dimaksud dalam Pasal
uken seluruh proscs percncanann
dan pembiavaan di [Ingkungan

Pasal 17

(1) Untuk terlaksonanya pcnyasunan RKA-SKPD berdasarkan pendexatan
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2] dan terciplanya
kesinpmbungan GRA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi  hasil
pelaksanann program dan kegiatan 2 (dua| tahun anggaran sebelumnya
gumpai dengan seiesler pertAma tahun anpearan berjalan.

(7 Zwaluast sehapaimana gimpaksud pada ayat [1] bertujuan menilai program
dan kegiatan yang belum daput dilaksanakan danfatau belum
disejcsaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau
diselesaikan pada tahun Yang direncanakan atau 1 {satu] tahup
berikutnya darl tahun yang direncanakan

{3) Dalam hal suaiy program dan kegiatan merapakan tahun terakhir untuk

Dencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus

diangparkan pada tabun yang direncanakan.
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“IP!'::n " B Pasal 18
dlmikzﬁguzmﬂm'“m berdasarlan  prestasi  kerjn _.-tlmgnlumnn
capaian at m Pnsnl_ 15_1_1].111 [E! !mr-:lnanrll:-m pacln inclikntor kinerjn,
harga, au target kinerja, n-_mlmn atandar belnnjn, stnndar satunn
[E] g . dan s.l:unlflnr pelavanan praEmirmisk.
ikator kinerja sebagaimana dimaksud pacln
k_E'lJerhngilnn yang akan dicapai dari program
direncanakan.
{3} Capaian kinerja schagarmarna dimnoksud pada ayal {1} merupnlnn ukuran
kvinniiind,

prestasi kerja rvang akan dicapai yang horwujud  ualitng,
efisiensi dan clfektifitas pelaksanaan dari setinp program don kepgiatan.

[4) Analisis standar helanja  scbagnimana dimaksud padn  ayal (1)
merupakan penilaian kewajaran atas beban kerjn dan  binya Yang
digunakan uniuk melaksanakan sualu kegintan,

(5] Standar satuan harga scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meripakan
harga satuan setinp unit barang/jasa Yang hedaku disuatu dacrab yong
ditetapkan dengal keputusan kepala dacral.

{6] Standar pelayaniil minimal scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan tolok ukur kincrja dalam menentukan capaian jenis elan

mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib dacrah.

ayat {1] nedalah ukuron
dnn kepginlan  YOOE

Pasal 19

{1) REKA-SKPD schagalmana dimakaud dalam Pasal 15 ayat (1) memuat
rencana pendapatar, Iencana belanja untuk masing-rasing program dan
kegiatan, sertn rcncand pembiayaan untuk tahun vang direncanakan
dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, helanja, dan
pembiayaan serta prakirain maju untuk tahun be rikutlnya.

{2) RKA-SKPD sehagaimana dimaksud pada ayat (1) jupga memuat informasi
tentAng Urusan pemerintahan daerah, arganisasi, standar biava, prestasi
lterjn yang akan dicapai dari program dan kegiatan,

Pasal 20

(1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayal (1)
memuat kelompolk, jemis, obyek dan rincian abyek pendapatan daerah,
yang dipunput/dikelola/ diterima oleh SKPD sesuai dengan DUgas pokok
dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[2) Peraturan perundang-undangan sebapaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah peraturan dagrah, peraturan pemerintah atett undang-undang.

(3) Rencana belanjn  sehagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1]
memuat kelompok belanja tidak lanpsung dan belanja langsung Yang

masing-masing diuraikan menurut jenis, obyek dan  rincian obyek

belanja.
(4) Rencana penibiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

memuat kelompok pencrimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk
menutup defisit APBD dan pengeluaran pembiaynan yang digunakan
untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diurnikan
menurit jenis, gbyek dan rincian obyek pemblayaan.

(3) Urusan pemerintahan dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (2) memunt bidang urusan pemerintnhan daerah yang dikelola
sesuai denpan tugas pokok dan fungsi organisusi.

(6] Organisasi sebagairaana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2] memuat
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—a

Nama Organisas;
nisasi
7 barang, St atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/ pengguna

19 aya ak dicapai sebapnimann dimaksud dalam Pasal

ti2) terdiri dari indi |
%] Priiiaci sakaeei fri Il.1r.i1]":|."l|.'ﬁll'.. tolok ukur kinerja dan target kinerja.
ebapaimana dimaksud dalam P || 5 "
n'r":'ﬂl‘i-'lm k‘nng F'L‘: _lul I{ asal 19 H_IF'II [E:I MoCmual fama
: o AT nks Al
berkenaan. dilnksanakan SKPD dalam tahun anggaran
0] Kepi : ;
(] l::'ucgmmn schagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) memuat nama
egiatan yanpg aken dilaksanakan SEPD dalam tahun anggaran
berkenaan.

Pasal 21

(1] Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat [7) melipuiti
masukan, keluaran dan hasil,

[2) Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud

merupakan ukuran prestasi kerjia yang akan dic

dengan mempertimbangkan faktor kualitas,

- elektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
(3) Tarpet kinerja schagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) merapakan

hasil vang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang
diharapkan dari suatu segiatan

dalam Pasal 20 ayat (7]
apai dari keadaan semula
wuantitas, efisiensi dan

Pasal 22
rreliri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa,

Belanja langsung yang
dalam RKA-SKPD pada masing-masing

serta belanja medal dianggarkan
SKPD.

Pasal 23
(1) Pada Satuan keia Pengelala Keuangan Daerah (SKPKD) disusun RKA-
SKPD dan REA-FPKD.
|2 REA-SKPED memuat programkegiatan ¥
selaku SKEPD,
4 RKA-FPPKD digunakan untuk menampung:
¥ a. penerimaan pajak daerah dan pendapatan yang

perimbangarn dan pendapatan hibah;
b. belania bunga, uelanja subsidl, belanja hibab, belanja bantuan
sosial belanja bagi hasil, helanja bantuan keuangamn, dan belanja

tidak terduga, dan
=, penerimaan permnbiayaan d

ang dilaksanakan oleh PPED

berasal dan dana

an pengeluaran pembiayaan daerah.

Pasal 24
gisiern dan Prosedur Penyusunan APBD diuraikan pada Lampiran 1
peraturan bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
peraturan bupati ini.
Bagian Keenam
Panyiapan Raperda APRD

Pasal 25
(1] RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada PPKD

untuk dibahas iebih lanjut oleh TAPD.
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“ 12) Pembah
5 asan oleh TAPD . :
/ dilakukan untuk nmwlnnhzacbﬂmm“m Sl s

a. kese=uaing SR p
Eh'._-‘a-sb;}"t? 1?:::-“:1#.F!!:rqrrlmmn“hlls"l.. I‘_l'..'l.:-:.. rﬁ_mh:lm-m miju priln
R s lan vang  dieetujui tabun oo, dan
e ! ..m win hannyn;
sesuaian sencana angearnn dengan stondoe analisis belanja,
standar =atunn havgn,
¢. kelengkapan  imstrumen pengukuran kinerjn  ynng  meliputi
capainn kinerjn, indikator kinerin, kelompnk snsaran kegrintomn,
dan stnndar pelnyanan minimal;
d. proveksi prakicann maju untuk thun angearnn herikutnya; dan
e. sinkronisesi program dan kr}':'i]“ﬂ" nnknr REA-SKPD,
(3] Dalam hal haml pembithasnn RIEA-SKIT} terdapnt keticlnksesuaian
sebagaimuna  dimaksind  pada nyad [2) kepnin  SKPD relRka

penvompurnan.

Pasznl 26
= (1) RKA-SKPD yvang telah dizempurnakan oleh kepaln SKPD disnmpailknn
yusunan rancangnn peratiiran daerah

kepada PPRD sebagni bahan pen
tentang APBD  dan  ropcangan peraturan
penjabaran APBD.

{2] Rancangan peraluran dacrah
avat (1] dilengkapi dengan lampi
a. ringkasan APBD;

b. ringkasan APBD menurut un
Brganisas;

c. rincian APBD menurul urdsan pemerintabian dacrnh, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

d. rekapitulasi bilanga  menurut urusan

organisas], program dan kegiatan,
e. rekapitulasi belanja dncrah untuk Kesclarasan dan keterpaduan

urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan

keuangan negard;

dafiar jumlak pegawai per golongan dan per jabatan;
daftar piutang daerah;

dafiar penyertaan madal {investasi) daerah;
daftar perkiraan pennmbahan da pengurangan nset tetap daerah;

daltar perkiraan penumbahan dan penguringan nset lan-lonin;
tahun anggarnn scbelumnya vang belum

daftar wegiatan-legiatan
diselesaikan dun dinnggarkon kembali dalam tabun nnggaran ini;

1. daftar dana cadangan daerah; dan
m, daftar pinjaman deeral.
(3) Format rancaingai peraturan doerah tentang APBD beserta lampiran
(1) tercantum  dolam lampiran |

sebagaimana dimaksud pada ayat
peraturan bupat ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

peraturan bupati inl.

kepaln  daerah  tentang

tentang APBD sebagnaimana dimaksud pada
ran yang terdiri dari:

isan pemerintahan daerah dan

pemerintabian daecrah,

F e oE o

Pasal 27
(1) Rancangan peraturan kepaln  daerah  tentang penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilengkapi dengan

lampiran yang terdiri dari:
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;- ringkasan penjabaran APBD;dan
-penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
proegram, kegiatan, kelompek, jenis, obvek, rincian obyek pendapatan,
belanja dan pembiasaan.
{2) Rancangan peraturan kepala dacrah tentang penjabaran APB[ memuat
penjelasan sehagai berikut:
. untuk pendapatan mencnkup dasar hukum;
b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan; dan
c. untuk pembinyann mencakup dasar hukum dan sumber

penerimaan pembiayvaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan
dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran

pembiayvaan. _
daerah beserta  lamporan

{3)Format rRncangan  poraturan kepala :
sebagaimana dimaksud poada avat (1} tercantum pada |ampiran I

peraturan bupati ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
peraturan bupati ini.
Pasal 28

erah tentang APBD yang tclah disusun oleh

erah.
APBD sebagaimana dimaksud pada

DPRD disosialisasikan kepada

(1) Rancangan peraturan da
FPKD disampaikan kepada kepala da
{2) Rancangan peraturan daerah tentang
avat (1} sebelum disampaikan kepada

masyarakat.
(3] Sosialisasi ra
dimaksud pada avat {
kewajiban pemerintah daera

APED tahun angparan vang direncanakan.
(4] Penyebarluasan  rapcingan  peraturan daerah  tentang AFBD

dilaksanakan oleh schkretaris daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah.

neangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana
3| bersifat memberikan informasi mengenai hak dan
h serta masyarakat dalam pelaksanaan

BAR 111
PELAHSANAAN APED

Bagian Pertama
Azas Umum Pelaksanaan APBED

Pasgal 29

(1] Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan daerab dikelola dalam APBD.

(2] Setiap SKPD yang mempunyai LUgas memungut dan/atau menerima
pendapaian  daerab  wajb melaksanakan pemungutan  dan/atau
penerimaan berdasarkan kelentuan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.

(3] Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai
pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan  perundang-
undangan.

(4) Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas
umum daerah paling iama 1 (satu)] har kerja.

[S) Jun_qj,nh_ belanja yang dinnggarkan dalam APBD merupakan batas
tertinggi untuk setisp pengeluaran belanja.
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6] Penpelunran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanga jika untik

Y&efﬁlmmu everlanl Wlak tersedia atau tidak cukup tersedia alam
TiE,

IT]  Teageluaran sehagaurann domakaud puadia avat (5] gt dslabouikean ik
dmiam Jeewibann shapmd, yang selanjutraa diastikan dalam rapcangan

pentahn APRD danfateu dssampaikan dnlnm  laparnn  realisasi
NNIEEATTIAT

%] Keoterin Wendnan  darurat sebagaimann dimnnkesud  padda avat 7
dictaglian semnai deagnt prraliran periidnng- undangan

¥ Setinp BRTD dilarmnp melakukan pengelunrin ntar Deban Anggaran
daeraly ok fudsan [ lan vang tekih ditetngikan clalam Al'@0.

(107 Penpohsarat peianin deornh mengeunakan prirecji hermal, tidak mawnh,
clekaif. chmier dan sesuni dengan Ketenbuan peralusan prrudang-
viednngan

Hoginn Hedun
Baknmen Pelnkaannnn AngEaTan EKFD

Pasal 30

11 kD malme lama J2 [riga mnr kerpi geaplul neratuzan dasrah tenbacy
AFED ditetapkan, momberiiahukan kepada senssn kepala =Rl agar
sty TRSHsAngAn ] Rt A -

{2] Ropcangan OFA-BRPD sebomiimnna diaksue] pada apal [L merinci
snsaran vang hendak  dicapai, progra, kepiatan, srsgamea Yang
distiaknn uriuk mErsapni Rasaran rermphul, AN TENCODA Pefiarooan
dagn Hap-tinp SKTE sertn perdapatan ¥onn diperkim<an.

13| Kepaln ZXPD meayernkknn raneangan DPASKPD kepada FPRD paling
inma & jeanml Bari kerja seiclab premberitnhuan Tebagnsmann dirmubkaud
paria avat (1]

Pasal 31

[t} Pada SkPED i DIFA-SRPLD dan CFa-FPRL

|2 DFA-RMPD mremal ormgram Krginlan yasig di'mkuarakan oleh TPRD
galaka SnFLy

|3 DPA-FPED digunsknn untul menampLng

a, Penemmaan gaak dpernls dan perkinpatnst VARE l=:rnanl dan dana
perimbngan din pendapaion kikah;

k. Belanj bunga, arlatja w=ibsidi belanjn hibah, belasjn Gamtlan
masanl, belanfe b wnmil, belonjs hanbias keunngad, dan belanja
gickak terduagn:

r, Pencrizinan peernbiayann dAnn pengrlusrnn peibiaynan dacrib.

Pmual Jd

|1} T&PD melakuknn verillensl mackfgnn OipA 5% PD l=rsnmn-s=sma dergan
wrpala SEPD paling [nsun & iligna belog] hiari ke=pa gegak dilctnpknrnya
F'”"'-"-:""'-krl"'"l"' docnin LEntang prnpbarne AFELD.

(2 {Berdusarran haail o ksl golmgaimorna dimaksud pada ayas (11, FreQ
e mpEsaliknn  FOnCAngn OPL-SEPD dengan  perseluajunn  selkreldnd
daerak.

|2 PA-EKTD yang eyt disahknn scbagnimnrd dimakatid padn oaynt {2
disampmikon kepedn Yepnln SKPD, matuan xrtjn peOgauniin damra’,
der; Badan Femericii Kruasipan paling lams 7 [ryuhl han kerjs sgjak

i1
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wangzal disahlkons

'lll DF.IL- i = 1

[ 'Irl__m SKPD achagalmers dimaksud pacln cval |2) digmakan sebaga;
aEnr pelaksanaan snzzaran  olel kepala . BREPD selaky  penezunn
ANEAArAN PER PR Darnng

Haglan Ketipn
Angguran Kas

Paasl 33

it Kepala SEPD berelasn=%nn tincanen DPA-SKPM MENYLUKIEN FSanciangan
nnppnens kas 9K,

13) Bapsanpan anppnran bos SKPD s=bapaimana dimaksud pada apat [LD
disnmpaiknn kcpado PPELD sefaku BUD bersamann dengan e g
LIFa-SRhIFEL

2! Pemlahasan rancangn nnegaran kas SKFL dilak=anakan beranman
cengan pernbuXoaacn DE-SRPL.

Paral 34
1] PPRO selaku DUD menysesin anpgegacan Bad pemerinoah daerak puna
menpntar kesererdcon doan yoeg eulup wntuk mendanai pengelusren-

pornpcluamn sesun: doagan rencana pennrikan cama yng iereanfuam

(#1 Angearnn kas =cbogimoan dimabkaisl padn 2yval (1) memuac perkirnan
anzs kar mamde yane lersumber dard penerimaan dan perfoiraose aras kus
kolzar vane digoeaxnn funn mendannl pelaxsinaan kegiotan zlam

eekinp porede,
(31 Mekanisme peopennnn nnamean ks |.|'.'|11|.'r|l'|I.1'!1 darrah cliletapian
delam peraturan beops daeralb,

Mapisn Kecmpat
Pefaimnosnn Angreras Pendapatan Dacmh

FPazal 35
[13 Serme pendapainn darcral diaksanaknrn mwlalizi rebening kas umurs

clhgrnk.
3| Sehap pendapelan harus didukuane aleh hukti vang lengkap dan aak.

Fasnl 36
(11 Sedinpg SKFD varg mem angal pendapatan daeral wejils mengintensifkon
FEmmangJdLan _|:|-|_Ir|l,|r|r,l.'-.|:|-.'| VANE menjult  wewenong dom  MMNERUNE

I|:|l.l.-a-|-.n_l,'.|!|. : :
121 SXID dilarang melakicnn prungEas selain dor yang ditetapkan dalam

arrpludan dacrale

Paaal J7
Kicanial, rabat, palongon i peadapntan lxin slengan nusma dan dalam
bentuk &pa pun yang dapal dinilai dengan LInnE, baik sccarn Bngsung
schnpni akibat Jdari penjunlan, ruknr-menukar, ailasli, asarans 'I'|!:II'I.‘I'I'1-!'I'-'I
pempadaan barang dan jnea lermasuk pencspatan Banga, Insa giro ocaa
pepdapntan |ain schagn: akioat penyisipanor donn anggamn pacdn bank
merin pendapatan darl hoeil pemanizainn bevrane cdasrih ains Keglotar,
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/ jaisyym mertEpakAT prninLan daerah.

Pasal 38

1] Pengeinbalian ek elebihann  peddapatur dilakuknan  dorgan
._-.|¢|1_-,'|-.|.-!;._-.|_-||:_1|_-| 1|.-||_-'||1 '|1|_'|-.:|.=iprl.l;.||5 yip |.'IZF'-"--'II'I.'5|1.1.IIIEII'I untuk
nepgeralalion pendnantit YEng lerjadi cnlam tnntin YANE ST,

) Utk pripemisiian welebiinn pendapalal ¥ong rerjadi pada thun
s srbelmnyn it ieakan, padn belanjs HE ak terduga,

|2 Tengraialing aebagantana dgimsakaud pada ayn: {1} dan ayal [2] harus

didurumg dergen Bkl yarg lengkap don anh

Pnnnl 349
Bepmun poiEinpestas donn perimlEngan dan laln-lain pendapatar daecals
varrg sah dllakesneican e gelpeming kar UMM dacruh dan decal=l
webwaani pemdapatan daernl.

Nagian Kellmn
Pelaksnmnnn Anggnran Belanje Darrah

Praal 40

i1) Zetinp pengeclunran belnnaja ptas beban APED harua didukung decgan

bukti vare kengkan Jan sah

7 Bukn schagaimars aimakmud pada nyvat (1] harias mendapt pengskidnan
oozl pejubat yarg berwTnAnR dan Lermappong jawals aLas heaaman
material yung Limbul dar penggunaan busl dumassnd

|3 Penorlisaran  kas  yOOE mengnkibatkan  beban APED udak <dapat
dilakukan selelon,  paacangan  poernbarai Cacraly teniamg APBD
direcapican dan ditempatkan dalazn lembarms dacrah,

[4i Pengeluncen kns weanpnimana dimaksud pada pyat |3 tidnk IErMASLR
wnrek belamga yane oersifac mengiknt dan oelanja ¥ang bersifor wajib
yang ditc-lapkan dalan peratusan kepain coerah.

|51 Aelanja  yeog  borailal nenpikat dan  Lelania yatg berwlat  wajila

s mehngaimpna dumakad pada, ayst (4] Derlabo sepn hatentam

Pasnl 41

i1] Pemberian  subsxdi, Minh, haatuan sasinl, dan bantuesn kEdanpgan
dilaksannkan sitas POrAEILAAN kspnla darinli.

|2] Penecima  subsid, hitnh, bantsas  sowal, dan Bastunn kCuArgan
berianggung Jawab alas penggumann ganps aazang danfaiou jasa YOS
diterimanys  ean  winii menyampaikan  Saporna pertangEungiaweann
poiEEUnAnnnyS kepacn keaala dimerab.

13) Tata cwra prmherian dan prithnpEURAwLLan subimidi, hilbah, Soatuan
nomial, dan hantuw kewsrgan wehagrimpna dimaksid padn weal |1
ditciapian dalam peinidran kepaln daesah,

Fasal 42
(1! Dasar pengelunsan angparan belanjn Lidak torduga yang dinnpgarkan
delam AFBD urtuk mesndana 12ngRap darural, penanggulangan Dencana
alarm denfatay bencana wosaal, ermasuk pengembalian ntas keiubahan
pencrimman  daeTan Fahur lun schelumnya vang fteleb difutug
ditetspkan dengan kraulisan kepala darrabk das gibcritahukan keqnda
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DPRD paling lama 1 [asiu} bulan terhitung sejok keputusan dimaksod

ditetaphan. _
(% Penpelunran belanjn untuk tangpap darumt schagnimana dimaksud

pada oyar  [L)  Lendosockan  kebuluban yang  diusulkan  dom
nstarea ) lemibags berkennan setelnh mempertimBasgkan eflsicnsd dan
elekrifias  sertn  menghindori odanya  fumpang  bndifh - persdanaan
terhadan lepintan kepintan vang relah didanas dari anggaran pendaparan
dian holangs Pegnm
3} Pmpman malans! lembvea penenma danae CAREEap darurat
berianppunplments  ptps persgunaan dans ferecbns dan uagib
m|:-r|.:.'.‘|m|:;'|ik.'||'| [nperrmy realisnsi peiEdunian kepaln ntnsar |aREIung
dan kepala daemly.
#4] Thia ama pemieerinn don percangrungawaban belanpn 1dak terdugn
untulk negap darueat sebagnimana dimakeud peda avar (2] deetapkan

dalem peraiarnn kepoly daernh.

Pzaal 43
Dendabam prrgrhinrn schagl wajil purpat pajak ponghasilan |FREl das
usai lalemya, wnjib menyrinrkan selunil peadfisnasn patongan dan pajak
wng dipunguenys Ke rekening kns regarn pasla bank yorg dilelnpkan oleh
Mepirm Krynngan febngas boek pertepsi ntau pox gira dalam jangcs wakcti
sesusl dangnn keteniuan pernturan perundomg-und arganm.

Paasl 44
Ummak  kelancaran  peiricsananm lueus  BRPFD,  kepada pemgguna

anprasan/Kian perosgunn anggaran dapai diheriknn uang perecdias vang
dikelcin pleh bendabarn pengeliliran

Dagkan Heenam

Pelakranann Azgparan Pemblaynan Dasrah
BEaa Leblh Perhitusgan Anpparan (SILPA) Tahwn Sebelamnya

Fasal 45
%ina Lehih Perhdiungan Anmearan [BALPAY mhun sebelamava mefupalon
penerimaan prmbinynas pang digunokon untibe

2. menuiup defisit ansgamn npabila realizasi pencapatan lebib kecil

daripeda renlisasi belnpga) .
mendanal polnkannaan kegiatan hnjutan alas beban belanja lasgieng;

b :
£, mendanad krwajiban lainnya yalyd sampa idrngan akhie wahun angrame
helum divelesikan

Faanl 45
11 Pelaknsnaan kegoulan lanjulas sehagnimana dimaksud dalam Pasal 45
e hisrig b didasaskna paca DPA-SKMY yung telah disahban kemhali okeh
FPED menjedi DPA Lasjuian 3EFD IDPAL-SKIM)  1nBium  nnggaran

apresiing

12| En:ukmllrmngﬂnhkm kernbali  DPA-SKPD  menjsdi  DPAL-SKPD
sebagaimann dimaksud pads agat |1k Kepala SKFD Mmenyampaikan
laporan khir realisksl prinkannaan kegintan fisik dnn non-fsilk maupan
krissngan kepede PPED paling lambai perlerghinmn bailng Desember

rahiun anggaran berjalan.

a5

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Theminh BREEATAL do'op RAL-SEPD dapal digahlean seielah terlebib
Guhuhe ditakukan penpuiiar reerhindap:
. giza DPA-SYETD yang welum diterbitkar SPD danfalau beium
giserpitkan SPZ0 ptns kKepinton yAng berannekuata;
Iy sian STD yamg belurn giterbittean PP, 9PM atau SF0; atad
o BP0 yang beam dhwangsan
4] DPAL-SKPD yang teln® disalknn schagaiminn - maksud pada ayat (1]
dopat Cipadikan  doras  pelaksaraan aenyelesaion  pekerjaan  can
pemnelesainn pembay Ao
(5] Pekenaan yang dapal dilaniutkan dalam  s=ntuk NPAL mrmenuki
ksivarin:
2 gokenaan yang telah e licatan penanian kontrak pada  {nAaLin
angpatan berkenanm. elan
n. kateriambrien  nrnvelestian  prkcgaan thazilmzkan bulkan sareid

welalaas pepggura angearan busang atad sekannn, namun karean
akibar dart ke majar,

Pmaal &7
Gigrem dom Presedsr Printapman AFDD ciuralkor. pada Lampiran T

permturan Lupan imi, den mEmapakan hegian yong Gidak cerpi=ahkan dan
perartran bapati ini.

HaE [V
PEFATALSAHAAN EEUARNGAN DAEGRAN

Aaglas Pertama
A#ss Umum Peantiusahaan Keunmgan Daciak

Fasnl 45

[1] Panipzars zngparan Kansa [EdEuna AnggLran, ieixdahara
p-er,g_—mu.a.-.,rp-mprl-.u-:u.-. can orang atny Bdan sang omenerma atid
memmiasar  1mnpy barnngteckayaan  duech wajil  werpelrmgarakom
prratausahasn sesun drenpan prraluri peruslaig undangdn.

|3 Fejabat yanp Mmernsm-cldngan: dunfatan meagesahian dokwmen VAR
berknitan dergan sufat hiukti yang mengdl tisar peiETimass dan fata
_ﬂ,:.-:nnrll'.irnn mbis r.i:|.'l:iill-'lfll'll'll'|| AFAD ‘heolarggung pEwab trrhadap
webhenaran malessl dor akibad yang timbnl ari prageanaan saeat bakl,
fimakawd.

Aaglan Kedun
Felaknuohhmi Femaleusahann Renanpao Dasrah

Fasal 49
|13 Unhak peinksanaan APAD, krpala durrah menelapkan:

5. peinbat yang ditissi wewennisg man dakargani SME

k. peinbal yang dibea wewennig menandatargani 3P

c. prinbat yang diner wewenurg merandatungant 720

£, bendaharn peresinaan dan Lendnhara pengeluarait, :

[ bendahara penglioran R mengelula belaajn bungs, brlnn_!l:i-
subsidi, belarn inboh, belanga pantunn sasink, Delunja bag: basil,
belamjn hantesn keLangan, helarsja teluk terluga, dan pengeiuazan

L
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pembiayaan piala PRRD,
p. beadahara  penerisiaan pembantu  don  bendalara pengeluaran

pembagiii SRPL; dan
. pejakest laineya dalam rangka pelaksanasn AFS0.

|2} Peratnpan pejabat vang ditun)ul ehagai kuasa peagglnd
mrggaranfksass pergeisn baszng sebagaimany cimaksod pada ayat (|
Eumal b dilaksaraknn s25aai denpan kehuiubsn
4] Penetapan pejabat Leéaras selsgnimana dima k=] asdla svat |E) huzuf h,
dif=legas:kan olzh wraaln dacrak kepada Eenala SEFLD.
|%] Bejanal sanna sebamnirans dimaksodd pada syvat (3| mencakug:
n. FER-EXPD wvaog diber weweromp eeladsanoknn fungs tata ddab
kranngan paca SKitD:
b PITE vamg doeri wewrnong eeelobsnnokan sotu adou beberman
kryiatam dari sualy fErAM S50l dengan ldang oumasnam;
2, mejabot vamg el wewenang meramlatangani st okl
permaun@mAan perdnpnien dwernh:
d. pepakul varg dibkss weweanng e=asndatangainl buko penenimaonn <23
h. fdan ERIKS] prhisTiTaam Irlinl"_l:l vanp enk; dne

g pecnbaniv beiadahmin pedcisiesmn da)oion penifasid bendaladna
perrslaammn.

‘0] Meretanan pejalnl arfhizgaimana dimakeud pada syt 13 dan oyal (49
dilpErimakan ==helum dirraleinys v angggnrail herdenaa.

Ppas| 50
(N Unmuk mendaiung  Ceslancardn tugas  pefacsrdlaharnan,  bendubara
penerimaan dan bendahars pengelunran dopot dibomia odeh pembante
keadnkasa.
() Pemaantu bemdabasa ponermaan setagnimars dimaesud pada ayat (1)
ralukasnalon fnpa sebapsi kaer stq: pemnlnas? cebuamen pererimann
"3 Fembamid Bemdeinrg peilpeluafan scbhaulicann Jiriassd podo ovae |1
n meliks=anakan hangsi w2 agni kasir, peuat dokumen pergriluamn uarg, |
Ainl pENgSnE@an g
= |
Baginn Katipa
Ponatruzahas= Peneclmoon

Freal 51

(11 Fenerimaan da=rah diseior ke oschening kas umum dasral peda bark
prmerinzals yarg ditinjuk fan danpgan =an scickh kuasa LVD
menerirst oon Frecil

|2 Pzoerimaan  dacrak yang dusetor feoorelening ks umum dacrsh
sebapaimann dimaseal gadn ayat (1), diakueandengan sam
a. disstar langsung ke bank aleh pihak ketiga
. dizetar malalui Bask laln, badan, lembega kewangan dasfoay kontor

pos aleh pihak ketigz, dan

e, dirctar melain besdakam penermoat 22k pitink Ketiga _

|3! Brrda berhargs seecili korcis reisnai sebagol tanca bt prrrmibonszun
ilel pihak ketgn k2pado bepdahara penerimonn erbagninunn diracsad
pada ayat [2) hurdi - ¢ diterizthan dan disakizan ceh FEED.
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Pasal 62
Datam bal daerah yang karena kendisi geogralisiva sulit dijangkau denpan
kemunikasi dan transportasi schingen mclelahl stos wokiu pepyvetoran
sebapaiimana dimakaod dalam Pasal 51 avat (2] ditetmplenn dalom Pernluran
Kepala Dasrah,

Pasnl 83

[1] Bendahnta peneninwnan wapih - mepyelengenenkan  pepnisusnbsnn
terndnp selumily peacrimaan dan penyetngan atns PERCTEBALD YENE
el lResang wabaym.

<} Fennivusahnan atoe peeerimann sebapnimann dimnkauc pocda ayae (1]
menpinakan:

B. okoy bas wimaem
b. buku pesmbanty per nincean nhijek penermeann; dan

£, baka rekapitalasi peowenimaan hariamn.
d. buka perdzpatan harinm;

e regrmier-regiseer [vepoars) 3TH, regitter TRPOL dan

[ Inpran pertarppungawaban aclministrasif lungsonal
— bendahara penerimaan.
Pussl 54
(1] Brndahara Penenmaan SKEPD beriugns uniuk menersEms, mEnFImpen.,
fnroioran. menatnsahnknm, glaz

SEu

prpertanggunginwabian
fenrrimaan perdapatnn dofam rnpgha pelaksanaan APDD nadn SEPD

idl Bendohara  penenmaan BEPD dolam  melakukan  penatausabasn
sebagaimana dimak=2 pada svat (2] menerumakan:

a. surnt merinpan papsy cicrmh (SKP-Da=rah);
b fu=al ktictapan i=tnbuasi (SKR|;
¢, Sumi tanda setoran (STE):
e, aural tanda huki pensrimann; dan
¢, bukil penenmaan lalnava vanp anh;
3 Untuk melaksarakar nigas scbhogoimana dimaksod pada avar 3]
bendnknrmn peacrsmasan SKPD bemennng:
a. Mencrima penerininn vang bersumber dart Penilapatan Asli Doerah;
b. Menyvimpan szluruh penerimunn;
e Memvewrkan penpcrisnsan ynng diterima dorl pethak ketipn k= rekenmg
Ens umum daermb paling lnmbat | han keeia;
d. Mendapetean bukrl iransaksi ntas pendapatan yang diterema melaluk
b
{d) Bengdabhnrn  penerimnan poda SKEPD wajib mempertongeungjanablean
eerara  acdmmnistratl Jgns |||'|!|H-r|-ll|.j.lll'| LINANE Wasg weeEidi sigguing
jawabniya  dengan menvampaikan  loparan perlanggunglasoban
FHEFEFLITNADN b;pp.ﬁdu P APALIRR angl;nmn..'kl.:.nsn PENRELION  ANEENTRE
melalui PPE-SKPD paling lnanbat Langgal 1O Buibsn bBerikuitma
(5] Benenlara penerimaan FPED wajslr Dismnpertungiingiwillikan  seoarn
fumgsbonnl atns P—.u.,gfln-[aun unng yang menpadi angeung  jasaboyi
denpan menvampatkan laporan perlanggungjanaban pencrimaan kepada
PPED sclaks: BUD paling lombst tanggal 10 oulan berilkutnga.
) Laparan pertangpunginealsan penenmsian sebagdmans dimaksud pacda
avat [4] dan nyat {51 dilimpin dengin
@. buku Kas ssmuen; :
b. batku pembantu per Fincion objek penerimaan;
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o kol rekapitulas meFECITCAATY,

ko prndapatan hanan, : _
iﬂﬁmrﬁﬂﬂtrittwiﬁfm.wlmm._ ; e
[ fapornls per ANPENEHwARan adminmstrasif lung=oaa
i T el alunsi dan analisis atas

pRRD eelaka BAID mrlnkilean verifikas, evalun
mlﬂpﬂrlﬂ Pf'”ingl-f-ﬂ‘r'j:l-ﬁhm hepdahara peOCrEmaan

i i i 2.
sebapaizan dimaksucd paca ayal | . |
&) Verifikasi, malsam Gan anafisis sebagaimana dimaksud pada ayat [7]

diisicutar, dolamm rangke rekonsilinsi peneTimAnn. _ )
|9} Meknpisme dan tatacara verilllasi, evaheasl dan nnaligis =chagnEmana

dimaksd pada aynt |3) disktur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Panal 5&

{1] Dalam hal cbyek panidapntan  dacrabl terechar atas poriifmbangan
kemdisi pzogralls wajib pajak danSaian najlb retribusi tidnk munghin
membagas kemajbunnya langsming gl baan, kmboga keuangan atais

q kanioe pas vang brriugas melsksannkan sebagan tUgas dan fungsi
bendakara penerimaan, dapat  disunjuk bepdahara PENETImAAD

pada SKPD

pembaniy

|2} Dendnharn  peneripaan  pembantue wajib mervelengzarnkin
penatdusahann terhadap aeluruh pererimaan dan perivetornn Abns
pETiETiMaEn yang menjadi Langgung |a= ab=iia.

[3] Penntausahans atlis gencrimaan schagaimana dinakeid pada ayal (Fel
menggunakar.
a, Buku Has umum; dam
b huku kas penerimaszs barian pembaniu.

[@] Bendnhora peaerimaan pembarnii dalnm melakukan penALlaLsahaan
sehnpaimann dimaksud pada ayar [3) meopgunnkan:
n, mirsal keretapan pajak Sarmh iSkPD);

k. sural ketetapan cotribusi [BRREDY:
£ surat tands mctosas |STE) dan nota keedic bank jiks ndag

. surat tarkla Bukil pepemmaan; dan
-' & bukli pepcrirccann lainnow yang sah, slip aclcean btank/nota keedit
haornk

- [5] Bersdaharn  penenmaan  pembantu wpjli  mEnyampaikan  poran
perinnpRuRgiawaban pracrimann kepada bendahara perscimann paling

lambat tanppnl 5 bulan berikulmnya.
5] Bendaharn penezimaan  sebogniman dimakms! pada avat 43|
melakubun  verifibosi, ernbuaai  don anpalisis ams  lapadan

P LR MU g WA o peRErimanmn.

Faaal ES

{1] Bencahara pepsrimaan pembaniy wajlb memetar seluruh uang Yang

Aiterimanya ke rekening kas wmum daerah palisg lama | {satu] harl kega

serhitumg s=iak uang kak rersetnal divegkma. _
{24 Bendahwra s EFImIHNE prmiditis M pe FLEngELingjaw nbkan Lk
peperimaan  don buku  penyeloran  dari selurub  vorg  kos  Vang

diterimanys kepadia bendahars pEnETUmann.
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Maasal 56

penglsian  dokumen  penntausahasn penstimann o BEU
gpajkasihurnpuml--::m,rulnunlnln.-lnﬂ:uunilvrlnlplmj.'i.n e -

Pasnl 57

Dralaum l'f“-] bendnhara penerimann berhalamean, moka:

a. apabiia meletibi I (tiga) hari sampal selamn-lamoma | isaiu] bulan,
benclahara penceiminan tersetiul wajib memberikan surnt kuasa kcpsdi
peinbint vang dituisjuk unook melakulan pervetornn dnn apss-1ugas
bBendahnra penicrimann atas tnngrung jaaak bendahara prnerimaan yang
bersangkutan dengan diketahui kepala SKPDy;

B, apalnla mel=bihi 1 {=ainl hlan sampal selnma: Inmsanya 3 [figa| hulan,
hanes dirunduk pefabar beadnhors pererimaan dan diadokan berita acara
gornh terimns

c. apahila bendahara pererimpan seaudah 3 fiaga) bulan belum juga dapad
cnelabannakan  tuges, makn dianggap yang  bersanghutas  belsh
menpundurkan  difi atsu berhemti dari jabains  sebogai bendnbard
penerimnan dan oleh karena it segera diusulian penggantingd.

Pasal 58
Ringkasan prosedus penntausshaan  penerimann  kas diuradkan dalam
Lampiran 111 peETataran LEEpatkl _r!-u: dasnn merupnkan bagian yang ulak
ternisnhkan don perattieen hupati ini.

Hagiam Kenmpat
Femataussbean Peagoluaran

Feayedinan bDana
Fasnl 39 -
(1] Setelah penclapan DIEEOFAR ROS, FPKD dalam rangkn manajemen kas

rarbiibkan SPD.
2] ;;:L.:m“mmm-; Jimaksud pada ayat (1) disiaphon aleh kuass BUD

uatuk dirnndatengami aleh resD.

Fasal 60
{1} Penpelunsan Eag atas ketan APBD dilakukan berdasarkan SPD atau
dpieumern lain vang dipersamalcan dengan 51D,
i3] Pencrbiban dPD mrbpnimanng fimaksxl  pada svat (1) dilakukan
perieRiatan, perbulom, preigfivulan, ntaw perascmoesier sesual dengan
keleTheninan dana.

Fermintaan Pembaynranm
Passl &1

[ E_“d“‘ru;.ﬁ SPC atmu cokuisen lam yong dipersamakng dengnn SPD
sebagaimonn dinsaksud dalam Pasal G0 ayan (1), berndahara pengelunran
mengajukan 3P kepada penggunn anggaran huasa pengpuna anggaran
melalud PTR-SEPD _

) 5P aobapaimann dimaksud pada nyot (1] terdiri dari:

a. SPPF Unng Peracdiaan [SPP-UR);

. SPP Qanti Lany [SPP-GU);

¢. SPP Tambahan Uang [SPP-TU); dap
d. SPP Langsung 1SPP-LY],

n
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_|FEHH;]“E!} 8PP sebagaimans 4
den hural ¢ dilamplr den
BaMmpEl dengan jenis hr'ia_-r_jf“ daftar

: R
Penerbitan dan Porepnjuan da T
penpeluaran

(2] Bamumen SPP-LI? geha
A, Susat Penpantor
b, 5B U

=2PP 2Ly

. BR3P,

Primann dimaksyg pada avat | 1) cerdir| dari:

iy O3

salinan SPD atau dakumen lain vang < persamakan;

dinflt  surnl  pemyatoan  untuk  ditandainngani olelk  pengguna
Bngpnran f kuasa prnepUna anggaran vong menyatakan bafwa Unog
vang diminta tida's dipergunakan untck keperluan selain uang

oersedioan saal geagsjuan SPET kepada kuasa BUDr; dmn
[ lemipiran lain vanyg dipeluican.

Pazal 63
[1] Pemerbitan dlan L AHEREE T deleimien SEF-GU dilakubkcan alch bencakbara
paApELULTan unsus  mempeeleh peErisrauaan dlazl

o Pl EE T
anggaan) kuiss penpEinn anggaran melalul PPE-SKPD dalam sangha

i cilaann. -
grnti UANE Drrse — _ ;
Tanlermen SPP-OU selagaimasna dimaksud pada ayat (1] rerdin dari

Zural Pornpnsitnr;

PP -0
PP 2-GLI
s1P 3G :
aketi cranaaksi ¥ sah dan gy

inan SPD; _
draft (unaa DERGRION AAREATAN ¥ang menyatakon babwa unng
nﬂm:?nr::nm pienk dipergusnakan untuk keperluon selain ganls unng
yL I ilu:m-rl anat prapnfuan SP20 kepada kuasa BUD; dan

sarmetd
M Tn:rrl-F'i-'rl'm lnin yarg diperidkan

(]

@ ptr O

Pansl G4

. patne Jurnlan EFS-UP dan EPP.OL scbazsimana dimaksed dalam
t-‘.r-l':'-i -EI:E“EH-"' Praal B ditglaphan dolam peratscan kepals doerah.
[fima

Fasal L5

Rgperbilan Sar pengajan dokumen SPP-TU dilakukan oleh hendzahara

11l En jynsan  Untt®  memperoleh  perserujusn  dari  pengguna
atngpt

ran uass penggund anggasan melalul PPE-SKPD dolam mangks
[y hanan wang preresdiann.

[Z) Dipknarbe SPP-TU ackagrimana dimaksod pode nyat | 1) terdiri dasi:
o durat Pengantar,

h, sFF LT
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,, SPPZ-18%

d. 8PP 3-TU;

e, Surat keleTangnn STy
[ =alinan SPT;

g drafl B0 pervalann

megnrnn, ki anminl  oleh i
AREEN / A Y nEmiinn aAnEnArnn YONE menyatakan ke p: huirtiig
:'l“l'lﬂ "EIMI1III~ Illhk q||-:|r|rF|| n I i "I‘Im

nakan umnk k
wang peetsduna sant peng, Fperiusi selain rambahan

h, :;mpr;:ﬂ:lmt:ﬁw"m" “lana TU paling lambar § faarun bulan,
e ::1::_"::::" PraExiunn EIPTU harus mendnpar gessetujiasn dsr PPED
; mprrhatikan niean kehintuhan dsn waken rREEnaan
(4] Dalam hal dann tarslsshon wang tilak hatia ihgiatinkan filen 1 1=siu]
bulan. mnka sisn lambahnn unhg disctor ke rebemng kas umum dacrah
(5] Ketentean ™ilas wakin Peetnran uta tamBiahan seEng =chagasmana
dimakwsd posle nvat 91 dikecsinlskan umiuk
A Kegualan yvang pelaksanaannyn mebefaln 1 |=da) Bulan,
b kegiatan vange mwngalami peoursinan dari jadwal yang  telah
ditelapkan vang daaikhatknn alkeh peristowvs di fuae kendas PASEPAL

Fasal G4 .
Rinrkasan s'stem dan poosciur pengruamn kas-UP, GU cap TU Elll.ln'l!rr-'u'l
padn Laspiran IV peratistan bupaki ind, don merupakan Eaguin yang tidal
terpreakikan dan peraturan bupatl ird,

Prsal &7
{1} Pererhitan dan menpajuan dokumen EMP-LE l.lrlllill:L pembayaran gap dan
peaghasilon  bunegm  sesuni dengan  peralilran
dilakukas oleh Berdlahara  peagrlesran gune
aran kiaks pENEEUN. anggRaran

tmjangan  ScFTA
serendang-uadangas
semperei=h peraclufunn PENERLENT nEg
= PPR-SKFD

(21 ::E;r_.m SPP-L8 unnsk pembayaran gali
girnkceud pada syt (1] terdir: dar:

Lyral Pragantaf,

aPF 1-L5;

sPP 2 LS

“PF 3-L5.

n P2,
j:::-. sigrsl  permataen  EtUE  diesndstangsm oleh pengguna

rar HUEss PENEREA Engpstan vang menvalakan bahwa uang
:.nr-u: cupinta  Ldek dipergunakan untuk keperluan selan unouk
}nrd'ltl-ll"l-' kepealuf yang demaksud saar pengajpuian SPED el

ErifsE (R P

| s i Spp- L= :
|J|L|mr-lr-r- dokunen SFE-LE umiuk pembaparad gaje dan tunjangnn serca

prrghasdan Lusmma srtagaimans dimaksad pada ayar (23 hard d
kP

a pemhabaran gaj issdl ik,

el swsalan

¢. kekurafigan gai

d. Bl weruean,

den tunjusgan scbagnimamna

~amADTE
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. unng dulen waliat/tewas yang dilengknpi dengan

susulan/ kekurangan gajif uang #iuka walar fie
. 8K CPNG;

2k PNE;

. 8K kenaikan pangkat:

Sk jabatan;

j- kenalkan gap berkala;

surat peroyataan pelantikan;
surat pernyataan masih menduduki fjabatan;

. SUTAL pornyatnan meiaksanaknn Iugas;
daftnr keluarpa [RP4;

[odokopi =ural nikah;
fotakopi skt Kelahitnm, "

. mskrnt Heterangnn pemberheptian pembayarnn [SKPF] gaje

dafiar poicngan sewa rurnah dindss

Uit kererangan masih we'kalah/ huliah,

surat pisdah;

, BATIE 'I-ier.rm'li-'i:l: -':I

X1, mhan :

. peraturan perumian undangn mengrral perhasian pire
finm AngEotn DFRL acrta gaji 3an tunjangan kepala dacrahy/wakl
kepala dacrih. . & :

] i dobcumnen SPP-LE pembayaran gxji das tunpngan

4, :ﬁ;ﬂzﬁ: akaud pada st 1) digunkan sesuai dengan

prrsn Ly

dafiar gajl induk/gaji
W,

sMEpr-r@AanmATR O gTK

Fasal 68
nknn dokumen SPP-LS unuk penpgadann barang doan pasa
f1l EET!-:T;;EF”:“" kepada berelabara penpeluaran dalam rangka
penpajuarl peT MInE=an pembayamn.
{3} Dokez=neT app-L8 untek penpelann barang dan jass scehagaimana
dimakauid pods ayat |1} terdiri dase
% SPT1-15:
g b SFF 2L
c. &PPJ-LE
g Elalirskn SFD, dan
. |namipisedi SpP-LE.
R LaEpiras dokiimean SPMLE  Linkisk pengadann |:|.?||-|-||1|',: dan jHFl“_
g brygazmarss dlirasan| pacta agat |2} hursf  mencakp:
. Surot perdgantar dasi SK
b salinan sural rebomendisi don SEPD ek

i : mis ierknii:
¢ B5P diserial fekiur pajok (PPN dan PRl .
wnjib pajak fam wajib purspl; | yang telah ditandatangani
d. surst e 4 CTRITTT h’j“mﬂ."h-mlz "
anpgaran 'KUATH penpruna o e |:II:-|-| antnry 25
menanlumias M reken; gxn p

€. befila scnrn penveleniinn prieriaan:
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kwitnnsl bereantera natn ke

hed al, yang ditanda i i
dnn PPER ®erin disctjui oleh PENEELnA nn:gnz“f?:ﬂl Pmﬂ h!mmml
ANEUNERLN i
surnt jnminan bank st yang A

lea :
bnnk atou lembagn persamatean yang dikeluarkan gleh

_ KEMangan non hank:
dokitmen lain vang dipersynrathan uniek kenteak-konteak yamg

dannnyr schepian atou scluruhnps bersumber dor parerusan
pinjaman | hibiah lusr neges;

k. sural angkutan atan kemcsemen apabila  permadaan  baracsg
dilaksanakan i lear wilavah kerja;

suaral pemberitaliuan potongan denda kewerfambatan pekerjann dari
PPTH npabila pekecann mengalami keterinmbatan: —
. oo/ k) dickuamentas inghkat kemnjuan/ p:n:-'-!h:m]:a:: p:u:?u:m'g
i i
n. bukn pelunasan jamessaek [patenigan m_um dempas kKeten ¥
berlnku surat pemnberitabusan jamsostekl
. Wkt pembayamn galinn o
. Tota cogy MTMNT pihiak I.:-.-:Ig_.::'. e
- ing kofan pilsak KEIEE T : 0
i, oo -:-:-L'-h -::Ef.lllnﬁeki'n-“" kansultan ¥anE Iﬂh}mnf;;..h:ﬂr;d
a Hi?:::.}l'un-h;mll tinyn persanil fillng Enfi :!'Il-lr::dﬂuun dari 1E g
II.:c 'II'-I.I;.II'-l'l- pekerpan il "mmnnlu pckeriaan  clan kL
R e panapan  sakiu _
odiporeza ﬂﬂ;‘lﬂr:h:: penumjang  serta pukls peoptiuaran

- i |_-|._-|11|:|I'I:I.I'|
|"|I. L5 i =

daan 'Darnig e s
3 u dokumen BPP-LE penEn al dengan
o Weengron, i, S S e

mebepn

: Lo ) almeana disnnkaod
TR apan dukumen yang, dejulon b menpetibalikan

(51 Dalnm hul KEIEREEEE vap, bendabora pergcimran K uniuk
An nyns |44 Fila .;um bagang dnn jues kepada PFT

—

okumen SPR-LE

; ; . smame  dbmnksud
mlﬁ;‘:‘ pengelaaran meerzapukon 5P LS el
(G Bents

& = h
- ampgnran setelah dinnrdintangani ole
Fqu:n I'I:|||1I |ih wr-:;;mm:ﬂlnﬁ rl'l-'l'lﬂ.l'."l-l""" “!.E;mn.ll-l.ul:l:l-u
. me rald .
= Lﬁ,;m“;“ﬂ“n mrlabui PPE-BEPD.
Pagal 69 _ )
ermbayaran untik puaty kegiatan dagat terelis dari 3PS
Prer It R GLIFTU.
dﬂl‘lf"mdj::nl::;::mf ﬂlrﬂ:lhi'-# F.:Id":l frjd ||| vk |_1-l;|:|:l'|:|-|:|:-'IIII.'I:I.11
{3) SPLS wepudn gk et herdasarknn Hostrak dan/atou surat
Inm:'h: g s dip-l!'.""lil'l.ll"l:l.k““ krwajibian pihak kKeugo sesual
aEicnn preandorg-wnilangan,
d"‘"‘l;'";;“;j':"r,;ur:r._ﬂ dun jasa urilk kebatvban BRPD yong bukan
13'5;:;1l-ﬂur.ﬂ lnngsing H,l,'"'."! Fhmt l‘ll'liH,I'l dikelnla olel bendahan
ﬂﬁﬁ_:;?;ﬂnu selpagnimiana ehimakasid l}iﬂﬂ u:.-ull. |1} untuk pemnbayanan
i ;.:rlg-l:lu-ﬂ'lill'l'lllnmﬁ yanp hulan umiik pinak kctips,

Pasal TO
Ringkssnn sistem dan peosedur pengeluaran kaa-l3 diuiradkan pada
F
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ran ¥ peraturan boogs 1o
; Pall ni ds
rerpisahkan dari peeatuzan bupay jni PN Bagian yare g

4 o H 1] a2t i

n k=g 1 :

ka erhi ;
wepada PPED melaly PPy, FFF;:EIF'.’”HH menerhitkan SPP.LS vang diasubkan

Paaxl 72
(1] Dakumen | ',l-,:m; digunakan  qlch bendakars  pengelusrsn  dalam
mtﬂ;l:mm'mm'n penzeluaman permintaan pembayaran mencakum:
o Ury kas wmum:
h. huku simpanan; bank;
c.  buku pajak;
d. buku panjar; .
r buku pekazitulasi pengsfuaran per fncien obyek; dan
(. registes SPPLESGLETUSLS, : _ B
ﬁ 12} Dralam mangha perauidalian p.'r'.erbna-:-kpc_n.-:ml:mn pembavaran JATUS
iap kegi; dinuatknn kartu kendlad Kepatan. : .
¥ ;‘S;:"_:;Fk':':i“;im? s dimmbsod pade ayat (] hvnal B, araf E:.hhu;..l'
IE. 4 hur; F e At I‘l'|_'rl_||r r HEF'.'.I.'. ﬂI:EIEI.-_:HI‘\:“n alck i}!‘_’!‘.bH:I[u Ermrieiiara
" . k] — -

“ Erll:lr:f!!:l:lr:m:"tr:g ¢ SR HEn olch F'PHHPE .-}!;IP]L_: enztausaiakan
| :p-.-:lerl:-ilnn SPP mencakup regseT spp-UP/ U TUSLS.

Panal T3

Panpimina R ] - it lenekeagpan

= aAl pOAEEUGE ARREAran mencli Ii-:z ! :

(1) Pert ;F-F‘.'- Lephn;f:rlf-ilil.l app.TU, dar S52PL2 yang diajukan ceh
gJakumen rr v

1:..::"IEhﬁrﬂﬁ;iF"ji;“;:'mhmm SPI sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) Penelitian e K- SKPD.

i dﬂuhm::lllt::g':f:::-n dokumen yang dajukan schagaimana dimaksud
r

Fa -1 halikan dokumen SPP-
(3) Dalam dak lyngkap, PPR-SKPD mengemoa
E"‘ pada ;"I.::"': |_I..'EI5IFIJ:‘|'|.-' Zan SPF-LS kepatla bencahara pengelusran wrk
U, SPF-A '
ditenghkapl

Perintah Membayor
Fasal T4
e hal Aalezmen 3PP sehopnimana dimaksud dalam Pasal 73 avar |2
b ﬂ'n akan lengkap dan waly, pengguna angearan/kunsn  porgRlng
il e . 2Py
1 m:ni_‘-l‘h.l'-i-*r- ak ) .
“ﬂ?ﬂnmr dokevmer. SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 avag (2}
21 E;].-ltﬂi'-l'ﬂ pidak lenghap danfotau tidak sah, peagguns angooran/ kuasa
Irr'lp.]I'-lm angzafan meralnk mererbdienn 5PM
| gﬂﬂm fin] prREEUnH nng_gar.m.."lv.nmu FengELina anggaran berholangan,
| ng bersangkutas dla pat menunjuek pejabat vang diberi wewenang untulk
mgnumd-:l.ilﬂ-.ﬂuni ]

Faeil TS
I penerbitan 3PM sehnpnimans dimaksuwd dalam Pasal 74 ayal (1] F'E-“T!'E.
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Tl 2 ':Ile.:B' han e rJEI I.IH|"_"|;'|;|.;||-|:E :il'-'jE.: di b
- Fenalnkien penerbitan 5piy ““bﬁE"mnn;LﬂiﬁzfﬁﬂdﬁTunsm

[2] paling lama 1 (raty| Yan keri tethitking peigk g A Pasg| 7 nral

SRR, 1% citerimanga pengnjuan

Faeal 75

gaimana dimaksud dalam Pssl 75 syng 1)
K penertrian SPI5.

SPM vang telah ditegbitkan seka
dinjukan kepada kuasa DUD unt

Pasal 77
1] Dokumen-dokumen vone dlputokan clek pergguna aeggarmn) kunsa
mAMETUINA  AnPEaran  dalam menataahekan pengelssren pn'mmh
membayar mencakiy
a. register SPM-UTSPM-GUSSPM-TU/SPM-18; can
b. pegister surat penala<an pencrixan EPM, : -
[2 Peratausahaan pengelunrn parintah gembaynr sebagnimany dimaksud
. pada ayat (L] dilakssaakan olch PPR-ERFD.

Fasal T2 A

s : X sam kuasa  penRRELEN

; —zp ‘ocrakhir, prmpguna nRERA i
o u:;gn.::aggg::r_crti‘.knn PN yang mEmehan tahun  arBIar
n_ng_l_-l._ll'.:ll:l. J

tErHennA-
Pencairan Oana

pPasal 79 ; =
- TTERT ajuikan ol=n
rp menelisl kelongEapan dusgumen SFM :'nﬂnnm|:i-|rnn s
(1] ¥unsa B enm S pEmELNA Angenran AgAL. FERpe i
AETUn .:rnﬂ:'.&r;._-';;-a-nﬂnu' pu.l:l-'- dan  menrenuls persvaraLan 3 [
dinjukin “:I;:J:n'n pratLra prrundang-undaagin. P20} mibslah wusat
djt cropkain dala hoamen SEM-UP pmtik penerkican S: n _t'n. g
|21 H“'ﬂwwr_:-p:r.ﬁ“hu jumals pemEguea  AnpgAtanikuasa pERERE
n
FIEFIL.F"I'"H

ANRERTN.  agkeumer. SPM-GU wratuk penerbilan 20 mencaksg:
. T

i ki e P vanp disahknmn,
il ffll-:-r;falw :h.lm__””:,::nn-._-r.l“.'m'jh'bF' yang

e sPTH
I:.ﬁl Fl!fl.':"ﬂl-l.:".
" peripalant

deemer. BPM-TU undvik penerbiian P20 asilalnh surTHt
Fl.nLa:p_ﬁ'JrIE apph  pERpERIED th'_l;-lrrll'lll'hl.ﬂm PERERUNA

p ApERd A - epag. L2 uatuk ponerbitan SPD mencaXip:
i ﬁzl:r-ﬂh“ri;d;;:_r::::” anppingiowat  pengouna anggaronfsuais
. zalral wa =it s
I"“'F-F;r:;_:nt;ln::;u;.,_._n vang #ah dan lengkap sesuni dengen
k. ﬁ::;m}lun persynrila  yang dile@pEEnn dalam peEsfaruran
g sirrdangan.
FE:: h:il.liidul-l'um'-'“ ¢PM schognimans cimaksad pada avat L)
| E' nksn Ienghap, Eiasa BUD menerbitkan SP20,
DEM bal dakuinen SPM stbogaimnns dimnkswud podn oyat L)
71 dimyatakan fdak lenghag dangaiu tdak sah danfomaa pengeluncan
pergebut melusapaoul pagy siggaran, Ebasa BUD menclsk menerbitlean
&R0
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pojabat vang dibeti wewenang wntuk B Bersamglouran dapst menusjuk

e randatangand SPI0

Pasal B
[1] Penerbitan SP2D e=hopaimana d
X : ek d Pasal i
lamn 3 [tiga| hari kerja tevhitung sejak dﬂ;ﬂ:::l:yn pﬂ@:?;ﬂﬂ .

{2] Perolakan penerbatan SPID sebagnimann dimakssd &l Pesal 79 syt

(7 paling lama 1 [sa2 1 kerj i i
i E [sa2ul har kerjn 1erhitung scjsk ditcrintasym pengajian

Fasgrl E1

{1} Kuasa BUD menyernhknn SPID yarg dicerbitkan unik keperiuan URNR
kepda

peracdinan/ganti wang perscdisan/tambahan wang prrasdiaan

PEOEEUASL ANEEATAr | HUASH pergEELEa AT pERran.
(32} Kuasa G menyveabkan SFID yvang diparbitksn umiuk ko2 prsTUA
pembsaran langsung kepacln pilak keligl
irar ke las daerah

|3] SP2D vung myeliili diteshitean, hanss e lakuban penialrs
paling Lama 7 frujuab) hari eejnk Airprhitkan P20 prédn mELn ke rymbam.

Painl %2 L
fokumen vang digunakan kuasa BUD dalm mmaininhakan S

ﬂﬂnl:ihrp-:w
/ |xter SLY
:l:. ::Im:r antrad pemulnkacs praverietan SPALE dan

. taku s Frl'l.lE'ri:l'lnnrl. dan pengeluaran

Pyrtanggungiawabas Pemppanaan Dans

Prual B3 . gt

A meT s ndminkst
ILh Bendahard ﬂmrg I:H-n man wANg |:'-|:r.-nn|LL1l'l."|'.:.hnlii : FTHE [
mempeTinngR epada kepaln SKPD melalai PPE:

igambab SR prowcdinan kep
| [ Bsalan Eerikuanya.

bl arpsl | s b
m:fHme:paﬁiﬂmd;m“m alam nerimumahakn perinrEL R AT
paap
peaiprin AT Qe REHP rranggumpiawnban pengehiamn (=R

pErsbed Frimaan aporan pe
: r—;—:ﬂmﬁ?ﬂ'*h.n FEpoean p-frf-'ll'lm-lnﬂlu'rnh...ﬁ ponge]l aran |5IP‘J|:
afl npeTcE pertangmmEaws hat peopeluaran SRk

pegister prnﬂ-lakun Lapeoran pert-ﬂnmm;iiw-nbnn pengeluasan iSPJ):

i

s |;|.|_-.|1|,:|Iu!:|-|1rl.ill:;=:| .
s plgmpﬂ'.l.lillml'-i'_lnrl:lhﬂl'l. pengelolann unmg  persediagd,

Cladm . 2
# Eyen e poradl |::r'..1l'h':|=[|-'l'l:=!"'-'lh:|ﬂ'| yong disampadknn sebopaiimana

diir
Agmpksd parn neal (13 menemkip:

n. ey, ficies wnRANL:
b SFJ Ie=nadahara Penpeluaran Pambancu

g, fegithre pErLLLpaT Has

(a) Buku ks uamum sehagnimasd dimnksud pada ayat (3 haral o dicop
setinp bulsn  dengan sepergeinhuan  dan  porschuiuam  pengmunn
anEEEFun EUAS1L PIOgEUn aNEENI.

¢5) Dalant hal |aporan permanpaungawabon sebagaimans dimaksud pada

EREP

n
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/ T I
J# iapornn peiiAtgrungianabnn, A Eenerhitknn iy Pengemba e
I.,.;.r:.'.'n_-:untl.lm'l l=ikms  makg Brbd
pertanprunginmaban mmﬂn:*:ln-ﬂ SLIrm| Pergranhan Inparan

: dan  mynks
peryampainn laposan perianggy _ HM keterlamhatan
bepalka dacrahy, Rlwabian Metaphan dalam peratursn

Untuk tertib :

[h § . |HF""|'|'II"I pEr[IlnHE'llnE:w_uhun pada akhir b an -
PEmANEUINEawabhan FeEriuaran dana  Fulan Benem d Eafan,
paling lambwat tangzal 31 Desember, s

I:'ﬂ]l:"'-:'l'l.”"ﬂ.l!'n Tll.".il:lll.k“'l'lll_" et L B .;]nrh-": |||:|"!r“'|'lﬂhﬂl1 l'-|-'.rl.|:-'lrl. ikt
peTlancEunglcabian s pengeluatan  pembavaran beban  langsing
kepada pihak keriga,

[';':I Bendahara |.'|'I:'I'|!'.:I:'=LII1.'I'-'|r!| pela BEFD wagih ml:mF.:rrqrﬂung]“ubln.n
SO '|'LI!1|E'F-|-E‘|I"|11: mas  penpelclann uang yanp menpaall  Ban@dung
jawabryn denpan menyompaikan  laporon peetanggusiaawabon
peagelvaran Repada FPED eelabku BUD pahig bsihot taeegal 10 balan

benkutinya
= I Pervnmpaian  pertanggungwnian  bendaharn  pengeluaran "“—‘T’:
e funpasann] sebapmmana dimakaiul pada aynt i dilabesnnakan Se12in

diterhitkean surat peagesahnr pertanppungjowaban peageluaran nich
penppuna angearanuisa peafEuna neggnran

Fassl B4
Dalem  mmelaknskas verdiknsi atax  laporan perlanppurgawaban  Faag

- K &P Lerkowajiban:
:Iimﬁ:ﬁ:ﬂ-ﬁnrmrm* dakumen  laporan F._-::"|||g£|.|,|1u|:|l.l..|.|hlr!| dan

] dilamparkan;
ahan bukni-Euini pengebuacan yong
i ::::‘m;jl p=Lernaron pethituagEn nens peapelaaran per nooan abvel yong

3 inci K:
dasm ringkssnn per rinsian eftiye

:-:.::'-“J_:i:._-,n;g ;r_.ll:ni:in. FP0i/PPh atas bebar pengehaaran pef fincian
. f

B qbf::,;u-.m:rbtﬂﬂl'ﬁn weauh dempan SPM dan 5PID vang diserbitkan
. me
F—ri-ndﬂ ._g::-:lurﬂ.ﬂ:l'l:l-

rT1 Paasl 85
dapat  chtimjuk  berdasarkan
[ r.:wlu:rnn penbkimng v
“!HEFI:L:;;E.IIE impkaten @erah, besaran SKPD, Pesaran jumlabh uang
:= dibcinta, bebun hera, lokasl. kompeiens dan/aiau rentang kendasli
j;r.. perreinLiingan olyekid lainrya

Rendahasd o g | s Tan pembanil Wik menyeleigerakan
el enataasshnan rechsdap sehuruh pengeluaran yorg menjodi tanggung

_|.|.|.'-'|.|III:I'IJ
Dofcumen- dolcuin - yang digunskan  aleh  bendobara  pengeluaran
pembaniu dalem e ratnusabakan pengrelissran mencikup:
t Pk Kas Umum jiBKU)
« [Huku Pembantu BEL yung terdini den:
n. Buku Pembaiiiu Kas T,

b [ukis prmbantu Simpaias ] Bank;
. hakw Prenlbantia e)ak;

d. Buwa I'emibieniu Fanjar,
g, Buiki: Pesnbetd Finciomn Oyl HEI:I.njq_
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i

4

r

S oeelaharn pengeluams pembasia dabim mefakuks

(ReTEE i UKOfR penativshsan
|”h1|."1|ﬂ-_:||n|1 ik = |1I'E|-l aynt 3] mengfinnkan bukiy pergslussnn
i Sk

it [ieiifahnra ll'n"-ll,'.t"llll'l-'rrln pembaisii unjib  memyampaikan  lporan
peannpgumgiawnlon pengelunran kepmin bendaPare persgeluamn pafing
lnmbat tanepal 5 bealon berikucnva

#h| Laparnn peronnfgnginwslan petgekhisemn ecbognmans dimakiud pada
pynt |5 dilampir] dergan:
p sk Ens Simmg
o Laprean Penviupa had, ) _ el e il
Bemdnbinrn pergeieeran melkukan ve SR, evalua =

FIInFﬂ'.:ln pertanpRungawaban pengeluaran sehagiimana dimabud padn

ayal (.

senprhmian sehuranglumnga | |---|=:-.1:I aali ddalam -':ulll:?“' hu:l;.l:mh-l
- r ; in=y Bendohara  PEOE Ik
adahnra  pewerimeaan o bemdal crimmni peAliEnEL
o I!I_n:lll.-rul::l.nn.ﬂ kom vang chelola ok B PN 3

= | (matrdl (FE
dap berdaharn peraneliinras pemsbanbu 8k peeg-kuca T

sl Ballan nt (X
ﬂnlnm-llll-'ﬁ“ A dimaksud gada ayi {gp dan &F
3] Pem=nkxian erilesaan kns %
iarrns mergkanan Hoa seEapimann dimma ks F""'""I :|.;|ﬁ|:|l:
4] Berian denrs Po e pemueupan ke mongcu KepRch EECSC
disertas cemgan PEER 13 Tatmur 20046, ssbagazrans telah

: Malam Hepen Mol 2 o
:‘tl'l;: FI:-I-:'I::.-Imn Lfentari Qalam I'-Im-r: fawmnr 59 Tuhuan 2
en
" guhaidi, hibah,
Ij-rl.inj:_ exdniks

mesgelols Belarga bungs,
pemiishara pengefusran YERE hosil, tasiuan kouangan, _
batuan wessinl, r..._-.ﬂ:.;-unhﬂ.ﬂl'l wcatikl  dengan

s efakuion
dan pemtaayaar M
E:muf:.-n prratusan |:-r|1.u||::r|ng-l.|r..r|.|q|.an

Pa=al B3

kn:

5 mengelaarnn berhalangan, ma

Ralxm I'fdl H"m:; ;_l.IT;gi_tm hars ssmpai sclama-lamamya 1 [sdu) Dulan,

n Bp I..mm fupra=: tereehut wojib mesderikan suml kunex kepaida
bendd ditumnjubt uncuk melnkuken pemnbayaron dan fugas-tagas

J.dmi:-:-:r;nﬂ'-'ll-'-""“ ntas langpang jmenb beedahar penecluarns
B rangkutan demgnn dikeeabiul kepata SKPD;
" up-:g'lli mckebihi 1 |watd huan snmpe selama-ksnknya 3 Gigal bulan,

- Jlwnjuk pejabal beiudaharn pengeluaman don disdalan beriia

pearn aerah 1enma,

apabila bendahars pregeisnn sesudah 3 [uga ) bulan belum fugn dopat
melakmmaban  tugss, moka dmrggap  veng  bersanghutan  celah
meegnendurkan dird atag Berhiest dafi pabsion sebagai hendahara
pengebaasait dai obrh karens du segern divsulkan PeTIREAnCinga.

Paral B5
Rangknsan sisiem don  pmsedur pencaiman dana UP dan penpesahnn 20
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mia poda Bendahata Pengetunran o
l__.-;;‘::lill i darn ﬂ'll'_'rl_lpn'han hilm-ﬁn e Ir-lr'llll-h;“ padi AT

pupsali ini. P8 1idak terpisnhian dasi pemrures
HAR ¥
ARUNTANSI KEUANGAN DAERAR
/

Baglan Partama
Akustansl Hesangnn Dacrah paca SKPD

Prosedur Akuntansi Penerlmans Kas pada SKPD

Paeal 90
Frosedur akuntnnsi penecymaan kas pada BKPD melipnind sernngka e
proses mulsi dari pemniatin, persikhrisann, sampai dengen pelaporan
kewangan vang Beshaitan  denpan  pensfimaan kys dalim  rpagkn
pertangeungiawaban pelnkeanaan ARED,

I'i.. Pasal &1 -
kas schagaifniana dimnaksud dakm Pasal %0 menenkup
a. sural tanda bubkdi sembayarom;
c. Bukti transler; dan
d. pata kredit hank
(2} Bukn trasenkal prhagmsnans di
:msiu:a; herelmpan pajnk daarab [BEP-[nernh); danfatall

: o alau
: E-uﬂfriu-r':mui pencrimnar knm lainnya.

maksid pods ayat |1} unef a dilengkap

Pasal 93
Prosedur nkuntanal pererimaan kas schagaimana dimaksud dalam Pasal
iy an dilnksnnakan nloh PPE-SKPD

Fasal 33 .
- rdasorkan kel transaksl penerimshan kas sebagaimana
th pﬁ-i:ﬁd:m tysnl 91 ayat |1 melakoukan pepcatatan ke dalam bukou

o ul F.E“.-nrﬂn.'n kFm alEmEan giencnndumkng UEninm !‘dl:-rmrl.!:.lnl.l.ljn
jum |isics b Ernam

i
“"u!;:r:,-rrlllnr!ik jiormesl mus transakss peperimaan ks diposting ke dalam
(3) G

hulews Em=mal rekening brkenaan
ceying mkhir periode armun buku besar scbognimans dimaksud pada
'3'.:.,“ (2] ditudup srhmg dazar penyusunan lnporan kbeunngan SKPD,

Fasal #4

Ringhknsan alsbrsn dan prosedus akuninnsi pemerivmon kas divnibkan pa
Lampiran V1 peratursa Baip=iti iml dam merupakan bagian yvang tidak
perpisahkun dari paarmn Erupata ind,
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Proonecur Akuntansi Pesgeluarnn fry
: Pasal 95
S Ma==dur I:Lll'il..l.‘l'll'l!'lzu Penprlisran kes
F proses miubkal dar pencatzian, F'EI'HHI-:I"I.
KEVAREND  Yang bercaltain defgon -
, an  2ffgan
perlangsunginwaban pelokss rengeliarmn ke dilem recgha
A ¥ ansan APRD wing dapar dilakukas secan
zl E"l. -|:t'|- :.l.l:"-kl.- meres :!I:.!ran Ii!llll‘!llﬂ'; .tl'.I'HrlI.III:"
rn=re i L e [ LT TF T
[ _: |.1r1'| il ' = arnpeiuaran kas pachy SKPD rebagamans di=nkiid
sda myal (L1 melipul
n. =ub prosacor akuitaae pengeluamn s armuing; dan
b, anh |:-|.'|E'|I-.|.'|:I||| akunlanki penpeftame kas varg perscdicansgank deng
perserdinany/tambshan uang persedinzn.

" pinda EKPD

IBOrnn, samjpui dengan relipaoran

Paaal 565

(1] Buksi trapsaksl yarg digupsakas dalam preacdu
was sebseaimann oimnlaed dolam Pasal 95 el mencakup

i, SE'20; ArALs

W, motn dekes bk ared

r bkt trensakai peope lainan ki lainny-
[2] Auikil trsxs seb i dimaksed poca uvas |1
dilerckagi fonpins
i 5/ damfatnn
., SPD; ciany okl
c. lpunans| pembayaran

¢ pkuntansi genpeluaan

far bukel 1anda perimi Lprasip! k.

pasal 87
ckor buktl iransakai pepgetunran kas sebagaimnard

ey 96 ayat {11 melagakan perciiakia ke dalam buku

[ PP SR Ferdasn
wes el g pesfitamban araidn pelpemimg Lo

ik clalam Fa

PR neshmiar
‘::L;:I_'";-l:-irhma'l ha= |-'"|‘-'-""'"'_'"—
1 |||'|ri'|-|'|i|'_ _||::FI|-|I I'Ir:'"'l Ll-'.l'.'":l
brwis relpenlifl Errasran:a
gfr rmisa Bk
bagal dasir peuyususan I=

= kins dipusaing ke dalazn

ks perlaens
12] Secil

= FT
r3) Setiap akbir 20
" pynt [2) difuran =

1 l=esar sikppoumnana daimakmn |:I.'.II:|3-
aaran kednrgnan ERPLL

Fasnl 9B _
mreaedr Akuntanss pengeluafan kns disraifikan padn

H_I-"E;::II'!.EI"- :rIlT”;rE::Ir._"r T ini dan rmerLipnknn baEan yueE Leink
Lampares : coap i B pain e
o pisahlcn Gari FEATLE
Laporan Kecuasgas pada SR
Fasal 79
s%PD prererpwdr dan e laporkad pfﬂrlngg'n:'-glmnl:-:m pelaksanaan

It APAD g2CarE |_-i.'ri-1-|l|I-: wafi mriigaili

o, laporan Realisas) Angnran MLRA] SEPD;

I laparan oprrasinnal jLEo SKPLE,

p Meracn SEPL, dan
. Cacwiur mins laparen Hewanpan BRFD.

i8] Laporsn preeangpaegiavaban r:-]..ﬂ:smmn APDD arbagsimana dimphkaud
pads ays! 11] dimasua dan diajiking sesual Cengan peraluran prmerintab

:,.-nn;mrd#lﬂlﬂ' 1eqEanp Eancar akumanst perecniahan.
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i {'}

Bagian Kedua

Adruntansi Hevangan Daerah
Prosedur Akuntansi Peserimasn Ef::.mﬂm}

Pasal 100
Prosedur akuntansi penerimaan kak pada PPED melipuei meranghelsn prses
mulai darl pencatalan, pengikhiisaran, smpal dengan peioparan keuaraan
yang berkaitan denpan peneritaan kos dolam mngha pertarggungjasaban

F'E'ﬂl'lﬂﬂ-fmnﬂ APED vamp Ii--'l|:||.l|. dilakukan secorn manusal acau mengEunakan
aplikasi komputer.

Paxal 101

(1} Bukt trunsalksl vang digunakan dalom prosedur skuntanai peserimann

kead 2=tapnimana dimaksied dalam Faral 100 mencakup:

m. bakti 1ranafer;

by, Slip/nets kredid bank; ean

¢, Syurat perintah per=idalimakuan. _ :
(2 Bukti iransaksi sshafaimana dirmakasd poda nyat (1] dilenghnpe dargn

a_ surat wnda erioran (3T5) _

b, =urat Ketetapan 3R d:EI;?HfHP-UHH"H-

s=a1 kmbetanan BTG | _
E r;.:pﬂ-_.".' p!m_.”m-.:", knm an I|-|:-|||:|!1|-.nn| pencriinn fnn
s bkt iranskksi penrrEmaan kas Ininmya.

g Pasal
Proaedur akunians perw=imaan kas ::et-a.n-nplpul.n:; dirmaksud dakim
L0 dilaksamacan aleh Munpexi akucildns peida :

Pusal 109 _
baerelnsarknm  bukel apsaksi  penerimaan  kas
| gimalesixd datam Pasnl 101 ayat {1} melkukan Ftrxﬂtﬂﬁ'“
mtiﬁl.':nnt:ku jurunl penerimean ks dengan mencantumkan Lraian
ke 4A

Jawnn Asa) peoerimain ks berkeoildl.
:;rnrnﬁ;mﬂi: jrrninl ALes fransakei pererimsin kae diposting ke dnlam
I:-]| SecTird

i hewienanm.
e mﬁlfﬁﬁﬂr gemisa Buku hesar scliagasmarnd dimaksud paclo
|34 Sri=kP

o1 (2] ditininp semgal dasar pepyusunan lpsean kevangan FEED.
oy

1y Fungsi akuntanai

progedus Akustanal Pengeluaran Has pada PPED
Paarl 004
adumians: P,_.ﬁ:...m.-.r... kas pada FPED m_rI||1-|.||.1 serangkalnn
wucas dari Pencalalin, pengikhrisarnn, =ampnl dengam pelaporonn
B sngnn YA hesbasian  denpin  pergeluarnn kos  dalam  rangka

Sgsawaban nrlasanoan APRD yang dopat dilokukan  secam
pmlﬂ;ﬂll;t:uﬂ“m__‘h“ nplihonsa kompuer.

Pasal 105

(1} Bukih eransakicn; vaeg digusskan dalam prosédar nhyunians) penigefuntan
ks achagaimans cimakeud dalom Pasal 104 meecakisp:
a. me=ul perimiah pencairan dana SPI0D); amau
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i

qatn cebet tonl
., ikt :mrtﬁ-ﬁk:'ll?t".‘r.qnimnm dimalesiy: .
", surat peryediang dana (Sroy, T anda ayme ) dlenghagi demgnn:
H. surnt perinlban '“"-':"|:'=L?-'F|r IS ).

€. |aparan pengeliaran kas dag; Bendanary Peiped

el, kwitans! pembnvgn

an dan bk tnesdy ¢ Haran, dan

a7 '-‘“"“ﬂnn',l.hn

Pa=zl 104

Prasedur akuniunsi propeluaran kas s : _
104 merupakan fungsi s kuntinsi PFHn.l:bi.Iﬂ..ﬂ_nn imaksud dadam Puanl

Fasal 107

(1) Fungsi akunzarsi PPEL berdasarkan buici tacsoks pengeludran Has
sebapnimrns dimnxsl dalaiess Pasal (05 pynt 1] melakukan perentainn
ke dolnm bagku Jureal penpsivinmn kas dengnn mencantumbng drkian
rekening-lowan asal penpcluamn kaE betkeraan,

12| Secaga pesindilk purnol ntos trensokei pengeluisraa kna diposting ke ralim
buku bosar relsnang kerlmnaan

(3} Zetiap nkhir periods semua buku besar schagaimana dimakwud pada
avat {2 ditutiage weanpni deamis peEpusunan Inpurail k2uangan PRED

Lanneas Heunmgan pads PRED

Przal 108

{1} FPKD meryusun ¢an meliporian laparnn aras kam secara periedi

kenada kepain elaeribs,
[Z] Laposan ards I:|:-:l|- seka
disa|lkan sesuni GEpee

phimana disaksud poela ayat {1 @isusun dan
grandar akunians pememabzhas.

BAE 1T
F}Tﬂf.lrlﬂ-l:lli.l'_"lr-l.l..w.ﬁﬂ-ll'l PELAESANAAN APBD

Haglan Martuma
Laporemn Fealisasl Bemnster Pertania ANEEACAR Fendapatan dan Belanja

Faexl 109
alp SKPD menyissun japaran realisasl Rmesler periamo anggaTan
Ity Hrij:d:pm:'lrl dar Telaain SKPD sehagni haail pelokaamsaan angenran yong
E-:-njnrll npEung jowatnys, _
) |inpeeeran sehnpaimnors cimaleied podn apal |1 chiseronl denghn prognosis
gntuk O [cnal (R AHTTE tt.'rlkl.'.:rh]'.l N
3) Lapeaan webopairazna dimake] pudn wyat 12), disinpkon oleh PPR-SEPD
|:|l'l.='l disampatican prrues pejihul peaggice arpparan ik dibetagha

il 1|-.|,|||:|r|;r| reuliand! AEMESLEr Perbaimn angearns E"mdn'.lpil.h'. dar
kelangs SKID a=7ta prognosis umuk 4§ fenam; bulan berikuern paling
lama ¥ Mujish] bt Kerfn sciclah somesler pertama wahaen anggaran
berkennnr erakler

4 Pejaliil PENREFULA RNPRATAN SEAVEmpEuEnn lnpweran renlisnsi BETEAbEr
prrinms BNEEAR N peedapolsn S belanjn SKPD sers BroRTeess Ltk &
[enam| hulan berikulnva selagnimana dime'eovac,

pada ayar |3 kepada

PPED: sebadgai dusar pergisuonn laposan renlisnai SENksier perkamg

43

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Lral pating B 20 [sepuluby b
rahtr ARERATAN berkernnon Merakpgr
o Format lapoman sealisas: segperes A
belania SEID dar -sroprosis IJnI:uh r:;;.'-' r';“ﬂg"““ peidapacan dan
l.ft'.l-l!::-llmﬂ:rlﬂ I.'|_||:'l.'||{5-|!,_| r-u':lﬂ VSl [} fere naim| il I'l'l"huln:.ll

e ey netuE peda | iran Wi
peraturan ini dan meripakan  boei R F=pran ¥
pEFATUmAn bupati in B¥N yong tidax terpimahban dari

X2jn azzalnh BEMESBT pariamg

Pagal 110
TPET meryusun Iegarae realisani semestes partama APRD drmgsn cora
mengzabunzkan soloreh laperan realisasi semester pertams asapdran
peadapnian dan belariz SETD schagmimann dim=encd dalam Faaal 110 avas
41 paling lambat mingey keduin hulan Jdul taban d-ggaran berkenaen can

disampaiknn kepmlo  selivelans daerab seliki ksacdinaine pengelobian
keunnpan doemh.

Faaal LIL
Laporan realisasi semestsr periama AP dac pegnosis ek & Enans
Eulan berikutnys sebogaimans dissaboud dal= Paasd 109 disampalinn
wepnda kepula dorrah wiiag fambul gy keeign Lulan Juli ko
angparon berkenaan uriuk diteiapkan schagal fpmren nedsesRl AEEEE
pertama APBD dan aragromies untuk O jeeam| balar brrikutinya

Pasal 112 2
|L} Laparan reafmas’ Semoakelr perinfmp APBE l_|l=I'l prognosis Wik & |"_":.|:r:_!
o berlinateya azhage:smana dimaksod dalam Fosal |11 disampe s
kepmia DPFD El'-"'_lﬂ'-'lr-"-"-"- pichir bulan .Jull Sl ADEEATAN |'|-|_-=':1_|;'n.1ill'..
|:|- Farmat Iil".:lr.'ll'l epliTom wolrirr porlima ':'rlH.D -\J.I.."I PragnumA WitUs B
s - r:.:l s | i Rerikdimed whacaimana dimnene pudd arar 1] '-'-_-'-"—"_':l"-_:'
:;l-udu ':m:"u._.._“ VTl peratumn ima dan merupakun D2giAn Tee LCik

rrpisa ki e L EHELE T hupati ink

Raglan Hedua
lLagoran Tahunin

Paaml 1 0%
; i : BT naliiiis  @n el i1
=KPD mesbtdphin  laparan  krimepgon ’ L
I:.”:-:.-.Ir{h.frl:“"' s Gimam=ailoil kKapads krpals SETD unauk  dicetppizan
pabapai lporan pedms npyuejaesidloan pehksaraan angparan EKTO.
3] Laparsn krvmaigan Aobapsimans desaksud poda spat 1] desampaiki
krppdn FPED sclizgm dxawr penvusanan lnporan kroangin premeriniaih
daera.

Pasal 114
[1] Lapmran Keusnpar SKPD sctupairna dima'csed dolom Masal |13 ayunl
j1] doempwedar srpads kepala daerabh ewlole. PpEQ paleng Inmbnr 2
jdua) ulon septlish Ean nngaaras beenkhir. '
(2] Ieperan kruargen weiopiimuang dimaldid pada ovel [IF disus
Fruldl pengEuUND Ripdlran srhapin Basil i A e

M dlisunnnn o
besadn & FHPD ¥ang oz md) bissgung jrwabingn, IEERTIR Yanp
U Laperan EEuangar: SEIND seagaimang dimnko R R—

12} terdirg
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Aart: _
5 Lagoran Realisas| Anpgaran LR,
b, Laparan Gperasina [LOj- :
g. Nesaca; dnn

d. Cn1atan atas Laparan Keyan _
) Laporan kouangan SKe0 BANCALE).

denigan surat pernyniaun kepaln SkPD g0 701 11) diampi
menjadi tanEsung jnwaboyn telah dlgzlen

pengEndalian intern vang memadai dan
#exuni dengan peraturan pﬂmdunlg.und.m“':::rahnu:m e

[5] Format surat pesnvatann selsi;
; Lol Tgnimnn:a dimnkass] pad .
Fnd-r' IﬂTI'IFIIFﬂI'l Vi PErACERAM ind. Pt apas |4) lercantum

Fazal 115

(1) PPRD mienyusun bapocan keusngan peeneriviah doerah dengan cars
menggabungkan  bporan-laporas ketsngan  SKPD aclugaimana
diminkaud @alam Pasal 114 agac 3] paling lambal 3 iga] bulan setclah
berakhirnys 1nhun smppnmma berkenaan.

[} Laparan lewanpan pemerimah dacrah sebagaimaiia dimaksud pacla ayat
[1] disarapaikan kepada kepala daerah melals schectass derrah molaki
koordinator pengelolanan Kednngam daerah dalom rangkcs memenuhi

ngcunZiywaban peliksinsan AMBD. .

(] E:?Mjfm;unﬂn o bt ImaaA dimalonad pada ayat (1) berdass dark:

a_Laporan Realisael Anpgamas|LRAL

b.Laperan Operasional ILOK

¢.Laporan Perubahun Eicustas (LPEL :

4. Laparan Ferubahan Sakin Anggaman Lebih [LPSAL]

e, Heincs:

[, Laporarn Aran Eas ILAKL deirs

: . ptus Lapocan Keuangan |Calkl
4] LE_._;E:I:::'L:.J:,:E sehapnimana dimaksud pada ayat (7] disusun dkn
d

digaikan gexiani dempal .r'-l'r-i'lur..lln prrmcrinlill yang mesgalial [ENTng
1 m.
EL'Il'l.d“ “::lll::;ﬂr;mr:::ll':;::;ﬂn daerah l.n:h-nﬁ_'iwn "-".ll'l'ﬂ'Hl.'I.bj Il'ﬂl:l-l

o -='r"1'1':'_'|'|‘ dilnrmpin drngan Eypedasn ikhtinar realisnsi kinera dan Bporasn

n“r:.u_n-!_nn BUMIJ merusataan daerah. .

Laporan ikhlsar scalisas konerja sebopasmana dimaksud pada ayar (5
ingi menghnssn laparnn keberngin penlanggLiggasatan kepala
dperah dan lagaran kineria intesim di Engkungnn pemerinlan daerah.

{7} Penyusunun lapoian kinerjn imterim schaguamana dimaksid pala ayat
45| berprdomar pardo Freatuifad l.:lt-.nl:n!n Dalam Negen yang rsengebur
smepgeriai lnprran kmeda incerm di Engkungan pemeriniah daerakb,

B Lapufiln keunngan pemerintoh dorrah srbapayimana dimaksisd padn ayat
{1] dilur=piri denpan mamt peryataan kepala darmh yang menyatakan
pengelolaan  APED  jung  eempdl  langgeng  jawabnes  telah
diselengarakan berdasarkan ssstem pengendsalinn intern vang il
popial denpan perariaran perundang uedangnn, Tl

) Farmat ausat pernynzaan kepala daerah babea, pengelalaan APBD yang
menmdi nnggung awabmm leloh discknggarakon berdasarkon sistes
pengendnlian intern yang memadal sehagaimana dimaksud pada ayat [6)
tarcantuss dalans lampiran VII perocusan ini,

i)

idymizasii
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i LosoTan keylanpn . i Hml- L3t

oty L = LRl b | ﬂl.l_'l-:|_I:|'||rl_-|p|r“ ﬂimﬂl‘l’El.."d dal |
|'_'I!-'J:'|'-]1“- an dleh |:'."|,I'|:..': dncrah I:||Z|:-I1I]I:I am Pasal g mm |d
[A3K] untuk dilakukan Gacas Pempsikeg Keuangan

Pemeriks o :
tnhiin anggaran berakhie Aan paling Inmtat 3 feig) buian sesela

(2| Kepala dacrah membesikan o

terhadap  laperan  keuangop
prmesibaann AP,

MERRRAN €40 meakufan penyesusdan
FEmernat dorroh berdasarkss  haail

Eaglan Hetlga
Fenttapan Raperda Pertanggusgjaiwakan fFeisksanann APED

Faaal 117
U Kepetla  dasrar meryampaikan mncangic prrajumn dacruk ERIONR
petanppuaniawaban selakmanaan AFOD kemada DPRTF paling lambal e
Irrasa| bulan selelak Lohan anggaean Ewrrakir
(2] Rancangan peralum: doerah ienfaag perinipnomgam mbias palnkeAnaan
AFBD =rhapmsnans remakzud pads weul (1] merast lpasan Brzamaan
AnpEHiacl, PR, fapran amue kit
merin dilampin dengas: laporan kineps
jtinmr lapamin krisimgun hacan usiaha

vang mzlipun lapwan neelisas
Ccatnins @les [psres Pageuun
varg trarh daperiamm AFk fa ikl

milik daernh/ perusiabans dnerah. _
. = dograh  Eerthng  perlanggumgasaban

|3 Format fanchngaf  prRoatumn :
l.-pﬂm-:un.nn-n APED Lwacrla (AmEean mebagairara cimaksud pada ayat
g Peraparan Menten [lulasn Megern Nomaor 03 Tulitin

-, Peipelnlan Keunngan Daeras scbagiimans Iclah
Waneeri Dalam Mrpzti Bomer 50 abun 2007

[1] mermaca kepad
A5 tentang Proce £
diubal derpin Prsatime

Paeal 118
cui Paley wakia 2 jdim| Lulan emichii paiyampaan lpeoar
bagninmen dimaksud dnlen Pasa; 214 ayul (1], BPK helam
momrriksaan.  kepaln Caerah merasnpalkon
dzapph teminng preiangduap awaban prinkainnnf

1] Apaki= sam

Keuaanpen 50 _
mezryampalkar bzl

Famcangas peralirnn

APED kepodda DFPEE
21 !'ulsf.-'.ﬂl'ﬂ:l:""l pEfaTLITarn drarsh schagnimonn dimicansd pada aat (1)

G qamprt deraar [npasir, r=alisasi aeggazar, nerrcn, bypomn orax kas,
Cytntan alad S etadagnn, <an Rpords Knerd Yang iEinga samn

Ao FArH drawmailkan keaada [IFK

Pasal 119

|1 Apeneds peralaiianan FanNCamEan E=eralLiran daszu® ieriang

pErITll'-l:E'I-IT'EI"""'Jt“" I-"'-:"I"“"l Adait APED sElaigiimana dimoksoed dalar,
pgmal 117 avad |1 diverzaan sich DFRD

I_."i":'!’l:rl-"'"-'.iU"" Eerrenmia lerhadap rAancangnn pernlaran daerah ieninng
peringpunglawatan prinkeanann APDD oleh DFRD paling lama | fankc)
brilan terhifung B2jnk ranzangan peratusan decrnk diteriss. :

Frsal 120
(2! Laporan knuangan pemzoiinieh ducmb wapb dipollican i,

44
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.

pHI_.p:n'-lﬂ kELATERAD Bebagaiman, dishalks

povan KEUANZAN Vang telah digyg; S PECA dar (1) agag,
dalart lembaran daerah, " b BPK dan bixh dj"““"""ﬂ"'-!:

Baginnm Keempat
Evaluasi Ramegp
Ean Perafwram Taerah
tt!l;:g: Pertanggungjawahan Felaksanans APED dan
Faturan Hegpala Dagran tenting Penjabaras
Pertangrungiswabas Pelakzanaar APED

Pusal 121

(1} Rancangan peaturan daerah kabupates teniang perangsungiswaban
pelaksanzan APBD yang telah diseturui bersama DPRD dan rancangsn
peraluran Dupati dentang penjsharen pertangaungasabas polnksansan
-I"-F'El:' sehclum dietaphan oleh bupal palimg farma 3 ipa| har kega
disnrmpailzan kepsda gubernur unruk dievaunsi.

IZ] Haxd crslunsi dissmpaixsn oleh pubemur kepods bupsti padag lama 15
flirma belasy kary kern terhifizng sejsk dicfrimanya ranonngan perafuran
toerpah dap  miocadEia peraturan Bapadi femlang  peigbamn
FI.-H:"lm“.m"w"h_." |'-I|.||-;"|.|F.1.'|n ﬂ.FED :':thﬂ*lnllllnﬂ ﬂll'l'l.'lhl.l.l':l I"-l-dl
nyat 1.

] ﬁ:;:.am.l gasbermner n.,._.n_p_“ﬂl.mn hasd evalumw rmceanghil  geeralburan
peraturnn bupati tenlang Frajabaran prriasppengawaban pelakaanaan
APDD mixlah  sewsusi dengas kepenimpam  w=miEs don peradurai

I:|-!.115-l-'l||-l1-'ll|F|||F' yE Irhih =g, BEApsil mrnrlllp.i'_l-:l'l rancangsn
ﬂl imaksd menjaci peralutan diasrah ilars perniuran bupntl

Fana] 133
pubererar menyalakan hasil e/aluasi rancangan peraidran
I“::m :::mn_ Ftruﬂﬂ'li'-";-!.i”'“ aban pelaksanasn APED dan mancangamn
rugan Bupah DERIAnE perpelaran periangyu=gasasban pelaksanonn
APAD  tklnk  sewasi  dempan ]!:eprnnnn.u. L= dup  peraturan
rundang-undangan  yang febih deggi,  bupati  bemsama DPRO
melnkilan posyempLrnan palimg Inamn T [iujuh] hamn kerjo terhicung
sejak dicesmaryi hal li'l].'.lil.-l: )

(2 Apabity hasil graluos (fak ditindaklanjuti oleh buapais dan DPRD, dan
upati  tclap mcAclapican rancangan  peraiaran daerah en@ng
peflaNEEUNEFLWAYAR pelaksanaan .'|F'EII:I'_ dan rancangan  peraLuTan
bapati tentang penjobaran periasgnengawshan  pelaksannan APBD
|'I'I.EI'I;I-|'j| priifurne dlagral don gEeraluren l:lu_pﬂ:l.l Gubernur membatalkan
perstaran daerah dan peraisras bupat dimaksud sesiswi dengan
peraturan prrundsng-undangan

Paral L1223
Qubesmue menyxmpaikan haxil evahms| earcangan peraturan  daerah
tentang prriamiflngidwaban pelakansan APBD dan rascangan prraturan

apati 12niang pergaberan perisnggusErnwaban pelaksannns APED
Memleri Dulam Megerl. = o Hpmdn
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BAB w1
PEMEINAAN DAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAERAR ELOLAAN

Bagian Pertama
Hﬂ'ﬁ'lun den hmmn
Pasal 134

Pemerintoh melakukan pembinsan dan pengiunaan pergrlolan keuangen

I::EE‘.'L-ri RS rinlah dasrah yang dikoordinasikan aleh Menteri Dalam

Pasa) 123
(1] Pemnbxanpan scehagaiqnans dimnkaud dalsm Pa=sl 124 melipugi prenberins
pedomnn, bmbingnn, supervisi, konsuliam, prodadiknn dan pelaliban.
121 Pemberian pedoraan scbagnimana dimakeid pada avol [1] mencakaip
perencanaan dan peayusunan APBD, pelaksansan, penatausabaan dan

akuntanst keasngan daerab, peoisssgunglawaban hewssgan daernb,
pemantauan don VLIRS sarth kelembagaan pengcllaan kruargan

daerah. ; _ I
3] Pemberinn amibingan. auperyis, clan konsultasi sehagaimana damakswe

pacla ayat (1} mencakup parencanaan  dan  penyusdnen AFBD,
helaktsannan, pansteesahasn dan akuninml KEwngan dasrah, serta

rmnm.lr'ugln!mh.nn Eruarnigan daerah vang dilakmnaknm mecara Berialn
L:mfm;nu seveaktu-wakin, baik Secom menyeleub  kepnda  aclusuh

: | dengan kebutuhasn.

aly maugun kepadn daeral Lereniy sELM ;

(£ #r:-jidiimn din pehitiban  sehagadmona dimsakad  pada  ayw {1

dilaksanakan &ofdry be=rkals bapl kepaln daerab ofou wakil .'.:-tpi-.l;!
' [PRD, prrangkac daerah, don pogawi

dasrah, pimpirAn CAM ANESCLA .
mﬁ?ﬁh-dﬂi I]H:l-i"'l arria Kopsedn bendphasi prremamant dan bemdakamm

peAgE larnm,

Pasi] 136
imara dimaksud dalam Pasal 125 ayar (1] untuk

seba i
Pembinain ! dikpordinasiian  pick  gubemur  sclnkw  wakil

mesznink kaapalim

#rn:-nrl-'lrlh-
Pasal 127
|1) DFRD melaliwiban pengywasan terhndap pelaksanoan peraturan daerah
rentang APAD.

P2 e A e LW gt in 'dil:"""h""'" pela ayar (1) bukan pemerikasan

beinpi PEREEmRALR FOOK leiiih mengarah UMK Mesjnmin penchpsinn
wnsaran yang telah sictapknn dalam perntiran daerah tentang APBD.

Pasnl 138

Pempawisan pengelolaan hewvangan daerah berpedaman
peraflaTan perandang-undangan. pads ketenrusn
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Bagian Hedus
Pemerlkanan sksters

Fazal 129

Pemcriksaan  peogelslaan don  pertanggungiausben keuangan daserah
dilakukan aleh BPK sesuai (Efgan perafuran perndang- umdamgin,

BAR ¥
KETENTUAN FERALIHAN

Fasal 130
Paila saat pernturan Bupotl jal dicetapikan, seemas peruturan baipatl yarg
berkaitan dengan pengelolsan keuangan daerb scpanjing belum dagant
dan tidnk bertentangan dengan prraturan bupati ol dinyntakan Eeiap
berlaku.

Pasal 131
Pernturan Bupadi inl mulak berlaku pada banggal dertapkan.

| phkan pemgundsngan
i prang dapal megetahuinym. menering
:::H:-L:::rphupa? eni dempan penempatannga  calam berita  dasrah
Kabupnren Lebomg-

[hectapkan oi Tules

T L a canggal J¥7 e e el
AT G L .'_.L-I'.'_.r'al- l':Eummur ur.';:nn e 5
T B Lt
o . .-.-- e I-I. I #
FEhaae® TFan-" = =7 .
' ‘xl TR IAN 7l
e il M #H. AGUSTIN
i nepicin di Tub=i
Eq:.:ﬁn &) Deervher 2013
SEKRET, ERAN KABUPATEN LEBONG,

sprwyfl EFFENDI

PERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 3015 NOMOR 5!
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